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Kajian skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 
partisipasi politik Santri sebagai pemilih pemula pada pemilhan Presiden dan 
Wakil Presiden 2019 tepatnya di Pondok Pesantren Roudlotussholihin. Skripsi ini 
dilatar belakangi bahwasannya santri sebagai pemilih pemula belum pernah 
mengikuti suatu pemilihan umum, sehingga pemilihan umum Presiden dan Wakil 
Presiden 2019 yang diadakan serentak di seluruh Indonesia, merupakan 
pengalaman tersendiri. Terlepas dari pengalaman itulah, kesadaran santri untuk 
menggunakan hak pilihnya sangatlah penting.  Rumusan masalah skripsi  ini 
yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik santri Pondok 
Pesantren Roudlotussholihin sebagai pemilih pemula pada pelaksanaan Pilpres 
Tahun 2019 dan bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap partisipasi politik 
pemula pada Pilpres Tahun 2019 di Pesantren Roudlotusshollihin. Adapun yang 
menjadi tujuan skripsi ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi partisipasi politik santri Pondok Pesantren Roudlotussholihin 
sebagai pemilih pemula pada pelaksanaan Pilpres Tahun 2019. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu field research (penelitian lapangan) dengan 
jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan 
yaitu metode wawancara sebagai metode utama dan metode dokumentasi sebagai 
metode pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi partisipasi mereka, yaitu pendidikan politik yang hanya didapat di 
sekolah dan para seniornya menjelang pemilu, faktor karakteristik seseorang 
yaitu adanya relasi antara Santri dan para Kyai nya yang sangat erat, dan faktor 
karakteristik individu, yaitu perbedaan pemahaman disetiap individu, sehingga 
berbeda pula kesadaran politik mereka. Pandangan Fikih Siyasah terhadap faktor-
faktor yang mempengaruhi partisipasi politik Santri Pesantren Roudlotussholihin 
sebagai pemilih pemula pada pelaksanaan pemilihan Presiden Dan Wakil 
Presiden, yaitu jika dilihat dari keikutsertaan Santri Roudlotussholihin dalam 
menyalurkan hak sebagai warga negara dengan cara memberikan suara pada pemilu 
2019 merupakan suatu kegiatan politik atau merupakan pemberian amanat 
kepada calon pemimpin sebagai rujukan Q.S an-Nisa ayat 59. Kesimpulan dari 
penelitian ini, bahwa terdapat bebarapa faktor yang mempengaruhi partisipasi 
politik Santri pemilih pemula di Pesantren Roudlotusholihin yaitu Adanya 
rangsangan politik, yaitu adanya relasi antara Kyai dan Santri, Adanya faktor 
pendidikan, kesadaran politik dan sikap ingin tahu, domisili yang jauh untuk 
untuk dijangkau, sehingga membutuhkan waktu luang dan biaya yang banyak 
dan faktor lainnya yang terdapat pada diri Santri, seperti sifat malas untuk 
berpartisipasi dalam kehidupan politik dan bernegara. Berkenaan dengan 
partisipasi politik termasuk taat kepada pemimpin, karena itu merupakan perintah 
dari pemimpin untuk menyalurkan hak suara guna memilih pemimpin ataupun 
perwakilannya. Maka dari itu kesadaran politik Santri pemilih pemula sangat 
diperlukan, semakin tinggi kesadaran Santri pemilih pemula tentang pentingnya 
ikut serta dalam proses politik yang bertujuan untuk membangun negara, maka  









                          
                        
       
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), 
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), 
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian 
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
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sederhana ini teruntuk: 
1. Bapak dan Mamak, betapa buah hatimu tak dapat membalas setiap 
pengorbanan dan doa yang tak henti-hentinya terpanjatkan demi 
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menjadi insan yang berguna dan selalu taat kepada perintah Allah swt. 
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A. Penegasan Judul 
Judul pada penelitian ini adalah “ Analisis Fiqih Siyasah Terhadap 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri Sebagai 
Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 
(Studi Di Pondok Pesantren Roudlotussholihin Purwosari-Lampung 
Tengah)”. Untuk menghindari berbagai macam taksiran judul di atas, 
maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang 
terdapat dalam judul berikut ini : 
1. Faktor-faktor 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia faktor adalah keadaan 
atau peristiwa yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu. Dengan 
demikian, peneliti akan menggali lebih dalam dengan menganalisis atau 
menelaah keadaan yang menyebabkan atau mempengaruhi partisipasi 
politik santri Pondok Pesantren Roudlotussholihin  sebagai pemilih 
pemula pada Pemilu khususnya Presiden dan Wakil Presiden 2019. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi Santri sebagai pemilih pemula, yaitu 
faktor internal dan faktor eksternal. 
2. Partisipasi Politik 
Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan 
Negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi 
politik. Modernisasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang 
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dilakukan warga Negara untuk terlihat dalam proses pengambilan 




Sedangkan menurut Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan 
seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam 
kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan 




3. Santri Pemilih Pemula 
 Secara umum, Santri adalah sebutan bagi seseorang yang 
mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren, biasanya santri 
menetap hingga pendidikannya selesai. Seperti halnya di Pondok 
Pesantren Roudlotussholihin, selain menimba ilmu di pesantren akan 
tetapi juga menimba ilmu di pendidikan formal seperti biasanya, mulai 
dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), 
Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah 
Aliyah (MA), hingga Perguruan Tinggi. 
 Pada pasal 1 ayat 22 UU NO 10 Tahun 2008 pemilih adalah warga 
Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau 
sudah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat 1 dan 2 UU N0 10 tahun 
2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih 
adalah warga Negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara 
                                                             
1
 Sudijono Sastroatmodjo. 1995. Partisipasi Politik, (Semarang: IKIP Semarang Press) hlm. 67 
2
 Ibid. hlm. 68 
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Pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah 
genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
3
 
 Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa yang 
dimaksud dengan santri pemilih pemula pada judul skripsi ini adalah 
seorang Santri yang baru mengikuti pemilu pertama kali sejak pemilu 
diadakan dengan rentang usia 17-21 tahun. 
4. Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 
 Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2007 
tentang penyelenggaraan pemilihan umum dinyatakan bahwa pemilihan 
umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 
diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4
 
 Pemilihan umum itu sendiri merupakan salah satu hak asasi  warga 
Negara yang sangat prinsipil. Karenanya, dalam rangka pelaksanaan 
hak-hak asasi adalah keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan 
pemilu. 
 Dari pengertian diatas, bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi 
ini adalah pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pancasila 
                                                             
3
UU NO 10 TAHUN 2008 Tentang Pemilihan Umum  Anggota Dewan  Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (On-line), tersedia di : 
http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_10.pdf diakses pada tanggal 13 juli 2019 
pukul 13:39 wib 
4
UU No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (On-line), tersedia di : 
http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_22.pdfdiakses pada tanggal 13 juli 2019 
pukul 14:02 wib 
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dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui 
proses pemilihan secara langsung. 
Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud 
dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik 
Santri Sebagai Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil 
Presiden 2019” adalah menganalisis suatu keadaan yang menyebabkan 
atau yang mempengaruhi partisipasi politik santri pemilih pemula pada 
pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.  
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun yang menjadi alasan Peneliti memilih judul ini yaitu sebagai 
berikut: 
1. Alasan Obyektif 
Karena ingin menjelaskan pentingnya patisipasi politik dalam 
bentuk ikut serta pada pemilihan umum, kepada Santri, khususnya 
pemilih pemula Pondok Pesantren Roudlotussholihin dalam rangka 
pembentukan kepribadian muslim yang peduli dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 
2. Alasan Subyektif 
Judul skripsi ini sesuai dengan spesialisasi keilmuan yaitu jurusan 
Hukum Tata Negara serta didukung oleh ketersediaannya literatur 




C. Latar Belakang  Masalah 
Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 
tentang penyelenggaraan pemilihan umum dinyatakan bahwa pemilihan 
umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan 
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 
Negara Republik Indonesia tahun 1945.
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Pemilihan umum itu sendiri merupakan salah satu hak asasi  warga 
Negara yang sangat prinsipil. Karenanya, dalam rangka pelaksanaan hak-
hak asasi adalah keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. 
Sebagai warga Negara, Santri juga memiliki peran penting untuk 
memajukan kehidupan bangsa salah satunya ikut serta dalam pemilihan 
umum. Namun, salah satu kendala bagi Santri adalah kurangnya 
pengetahuan dan informasi terkait perkembangan politik terkini. Hal 
tersebut tentu dilatarbelakangi oleh kegiatan sehari-hari dan peraturan 
yang ketat di Pondok Pesantren.
6
 
Kultur dan peraturan pondok Pesantren seringkali mengikat santri 
sehingga santri tidak memiliki kebebasan seperti remaja umum seusianya. 
Keterbatasan santri terutama dalam menggali informasi tentang kehidupan 
masyarakat terutama dalam hal kehidupan sosial politik. Sistem kurikulum 
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di Pondok Pesantren yang padat membuat para santri hanya memfokuskan 
diri pada pembelajaran yang sudah ditetapkan. Hal ini menyebabkan para 
santri sulit menggali pengetahuan-pengetahuan lain selain yang telah 
tercantum dalam kurikulum. Selain itu lingkungan belajar yang umumnya 
tertutup menyebabkan para santri kurang dapat menyerap informasi-
informasi yang berada diluar lingkungan pesantren, termasuk informasi 
terkait politik  lokal atau pemilu.
7
 
Di Pondok Pesantren para santri diajarkan dan dibimbing dalam ilmu-
ilmu agama oleh seorang kiai. Kiai sendiri merupakan pimpinan Pondok 
pesantren yang merangkap juga sebagai  guru pengajar bagi para Santri, 
lebih dari itu kiai dianggap sebagai guru besar dalam sebuah lingkungan 
Pondok Pesantren. Hubungan sosial yang terbangun antara Santri dan Kiai 
merupakan hubungan yang bertujuan untuk belajar ilmu agama atau biasa 
dikatakan hubungan interpersonal. Selain sebagai guru, Kiai sendiri 
dianggap sebagai pengganti orang tua oleh para santri selama mengemban 
proses belajar di Pondok Pesantren.
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Santri sebagai pemilih pemula tentu belum pernah mengikuti suatu 
pemilihan umum, sehingga pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 
2019 yang diadakan serentak di seluruh Indonesia, merupakan pengalaman 
tersendiri. Terlepas dari pengalaman itulah, kesadaran santri untuk 
menggunakan hak pilihnya sangatlah penting. Kesadaran ini menyebabkan 
adanya keinginan Santri untuk melibatkan langsung dalam proses 
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pemilihan umum. Kesadaran ini juga dipengaruhi oleh pengetahuan Santri 
terkait berapa usia yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemilih, 
yaitu usia 17 tahun atau lebih. Menyadari betapa pentingnya pemilihan 
umum sebagai sarana demokrasi yang berarti dapat menentukan masa 
depan bangsa, maka sangat diperlukan partisipasi aktif dalam pemilihan 
umum terutama pemberian suara. 
Dalam Islam, politik dikenal dengan istilah As-siyasah dalam 
mempelajari dispesifikasikan kedalam ilmu fikih siyasah. Di dalam Ilmu 
Fikih Siyasah diatur bagaimana cara bersikap subjek dari politik atau 
siyasah sendiri. Ketaatan rakyat kepada seorang pemimpin merupakan 
sebuah perintah dalam agama dan itu artinya sebuah kewajiban bagi rakyat 
untuk ikut dalam menentukan siapa pemimpinnya, dalam Quran Surah an-




ََٰۤواَِطْيعىاٰۤالي   اٰۤاَِطْيعىاّٰۤللّا  َمنُْى  ُسْىَلَٰۤواُولِىٰۤاالمِرِٰۤمْنُكْمٰٰٰۤۤۚۤفَاِْنٰۤتَنَاَزْعتُْمٰۤفِْيٰۤايُّهَاٰۤالَِّذْيَنٰۤا  رَّ
َِٰۤواْليَىِمٰۤاالِٰۤخِرٰٰٰۤۗۤۤذ ٰۤ
ُسْىِلٰۤاِْنُٰۤكْنتْمٰۤتُْؤِمنُْىَنٰۤبِاّلّل  َِٰۤوالرَّ
ْوهُٰۤاِلَىّٰۤللّا  اَْحَسُنٰٰۤۤلِكََٰۤشْيٍءٰۤفَُردُّ َخْيٌرٰۤوَّ
 تَأِْوْيال
Artinya : 
“wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika 
kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.“ (Q.S an-Nisa ayat 
59) 
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Dari ayat al-Quran diatas, dapat dipahami bahwa setiap orang wajib 
mengikuti perintah Allah SWT dan Rasul-Nya dan pemimpin di antara 
mereka. Berkenaan dengan partisipasi politik itu termasuk taat kepada 
pemimpin, karena itu merupakan perintah dari pemimpin untuk 
menyalurkan hak suara guna memilih pemimpin ataupun perwakilannya. 
Hasil data prasurvei yang didapat menyebutkan bahwa Yayasan 
Pondok Pesantren Roudlotussholihin Purwosari merupakan sebuah 
institusi pendidikan yang didalamnya terdapat lembaga pendidikan formal 
seperti Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak, Madarasah 
Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Perguruan 
Tinggi, serta lembaga-lembaga non formal yaitu Madrasah Diniyah, 
tentunya terdapat beragam varian usia, karakteristik individu masing-
masing, dan berbagai pemahaman terutama mengenai partisipasi politik.  
Masalah partisipasi politik Santri sangat menarik untuk ditelaah dalam 
artian partisipasi politik yang dimaksudkan bukanlah dilihat hasil jumlah 
suara semata, akan tetapi dilihat dari kemampuan santri dan tingkat 
kesadaran santri dalam berpartisipasi pada pemilu sesuai dengan hati 
nurani tanpa ada tekanan dari pihak lain.  
Untuk mengetahui apa sajakah faktor-faktor partisipasi politik  
pemilih pemula dalam pilpres 2019 khususnya para santri Pondok 
Pesantren Roudlotussholihin maka perlu diadakan penelitian di Yayasan 
Pondok Pesantren Roudlotussholihin Purwosari Lampung Tengah. Dari 
latar belakang tersebut penulis terdorong untuk melakukan penelitian 
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dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik 
Santri Sebagai Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil 
Presiden 2019 (Studi Di Pondok Pesantren Roudlotussholihin Purwosari-
Lampung Tengah)” 
D. Fokus Penelitian 
Peneliti menetapkan fokus penelitian, yaitu area spesifik yang akan 
diteliti. Setelah fokus ditentukan, selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan 
dari fokus tersebut sebagai sub-sub fokus penelitian. 
Didalam penelitian ini yang menjadi titik fokus penelitian adalah 
faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik santri Pesantren 
Roudlotusholihin sebagai pemilih pemula pada pelaksanaan pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 
masalah yang didapat yaitu: 
1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik Santri 
Pondok Pesantren Roudlotussholihin sebagai pemilih pemula pada 
pelaksanaan Pilpres tahun 2019? 
2. Bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap partisipasi politik 





F. Tujuan Penulisan 
Adanya penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi 
politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pilpres tahun 2019 oleh 
Santri pemilih pemula di Pondok Pesantren Roudlotussholihin. 
2. Untuk mengetahui pandangan fiqih siyasah terhadap partisipasi 
politik pemilih pemula pada Pilpres tahun 2019 di Pondok 
Pesantren Roudlotussholihin. 
G. Signifikasi Penulisan 
Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut : 
1. Kegunaan Teoritis 
a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menambah 
pengetahuan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat 
selama kuliah pada permasalahan dan kondisi di masyarakat, 
sehingga mendapatkan suatu pengalaman antara teori dengan 
kenyataan. 
b. Bagi civitas akademika, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan 
khususnya dalam bidang politik. 
2. Kegunaan Praktis 
a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan 
tentang partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu 2019. 
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b. Bagi pemilih pemula (generasi muda), mengetahui pentingnya 
partisipasi mereka dalam pemilu yang demokratis. 
c. Bagi aktivis partai politik dan tokoh politik, agar mereka lebih 
meningkatkan peran serta kegiatan partai politik pada pemilih 
pemula dimasa yang akan datang. 
d. Bagi fakultas Syariah dan Hukum, untuk menambah 
kepustakaan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam 
penelitian yang sejenis. 
e. Bagi masyarakat khususnya para santri, untuk memperkaya 
khasanah ilmu pengetahuan terhadap ilmu politik dan 
menambah pengetahuan tentang pentingnya partisipasi politik 
pemilih pemula. 
H. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam rangka mencari data lapangan tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi partisipasi politik santri pemilih pemula pada 
pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden 2019, Peneliti 
menggunakan jenis penelitian dekriptif analitik. Data yang 
dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambaran, dan bukan dengan 
angka. Jenis penelitian ini diterapkan dengan metode kualitatif.
10
 
Menurut Lexy J. Moleong, metode penelitian kualitatif adalah 
penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya 
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deksriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, 
foto, rekaman video dan lain-lain. Dalam peneltian kualitatif perlu 
ditekankan pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi 
penelitian agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realita.
11
 
Dalam hal ini diharapkan mampu menjaring realita di lapangan 
dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan melalui 
wawancara, dokumentasi, dan observasi. 
2. Sumber Data Penelitian 
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, 
dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan 
lain-lain. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, 
dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap. Data dapat 
digambarkan lewat angka, simbol, dan lain-lain. Data perlu 
dikelompokkan terlebih dahulu sebelum dipakai dalam proses analisis. 




Berdasarkan sumber pengambilan data dibedakan menjadi dua, 
yaitu sebagai berikut : 
a. Data Primer 
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Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh 
langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau 
yang bersangkutan. Data primer ini disebut juga asli atau baru
13
. 
Sumber data primer yaitu responden, yang merupakan objek 
dari penelitian. Dari responden inilah, peneliti dapat mencari data 
yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini yang akan menjadi 
responden adalah Santri Pondok Pesantren Roudlotussholihin 
Purwosari yaitu pemilih pemula yang terdaftar dan mempunyai hak 
pilih pada pemilu Presiden tahun 2019. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data penunjang  yang diperoleh atau 
yang dikumpulkan oleh seseorang yang melakukan penelitian dari 
sumber-sumber yang telah ada. Sumber data sekunder dapat 
diperoleh melalui data lapangan yang menjadi data pendukung dari 
data primer atau bersumber dari data tertulis berupa buku dan 
karya ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen 
resmi, data ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan peneliti 
terdahulu. 
3. Partisipan dan Tempat Penelitian 
a. Partisipan Penelitian 
Partisipan adalah Pengambilan bagian atau keterlibatan orang 
atau masyarakat dengan cara memberikan dukungan (tenaga, 
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pikiran maupun materi) dan tanggung jawabnya terhadap setiap 
keputusanyang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah 
ditentukan bersama. 
Diskusi tentang partisipan dan lokasi penelitian mencakup 4 
(empat) aspek, yaitu : 
1) Setting (lokasi riset) 
Lokasi riset yang akan dijadikan sebagai latar dalam 
memperoleh data yang dapat tercapainya tujuan penelitian 
yang akan dilaksanakan di Pondok Pesantren 
Roudlotussholihin. 
2)  Aktor (siapa yang akan diobservasi dan diinterview) 
Aktor yang dijadikan titik fokus oleh peneliti adalah 
santri pemilih pemula Pondok Pesantren Roudlotusholihin. 
3) Peristiwa (apa yang dilakukan oleh aktor) 
Peristiwa yang dilakukan santri pondok pesantren 
roudlotusholihin pada pelaksanaan pemilihan presiden dan 
wakil presiden. Dalam hal ini peneliti berfokus pada 
faktor-faktor yang mempengaruhi kepartisipasian santri 
tersebut. 
4) Proses (proses terjadinya peristiwa yang dilakukan aktor 
dalam setting tertentu) 
Partisipasi politik santri tentu sangat berbeda dengan 
partisipasi politik masyarakat pada umumnya. Hal ini 
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dikarenakan ketatnya peraturan yang menyebabkan santri 
kurang akan pengetahuan dan informasi para perilaku 
politik. Seperti, tidak diperbolehkannya memegang 
handphone dan media informasi lainnya, dan jauhnya 
kampung halaman. Akan tetapi, santri sangatlah 
berantusisme pada pelaksanaan pemilihan presiden dan 
wakil presiden, terutama bagi santri pemilih pemula 
merupakan pengalaman pertamanya. Maka dari itu, peneliti 
memfokuskan pada apa saja faktor-faktor yang 
mempengaruhi partisipasi politik santri Pondok Pesantren 
Roudlotussholihin. 
b. Tempat Penelitian 
Tempat Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren 
Roudlotussholihin yang merupakan pesantren salafiyah di desa 
Purwosari kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 
digunakan berbagai teknik sebagai berikut : 
a. Teknik Observasi 
Berdasarkan keterlibatan pengamatan dalam kegiatan yang 
dilakukan observer, maka observasi dibedakan menjadi dua 
yaitu, observasi partisipan (pengamatan terlibat) dan observasi 
16 
 
tak partisipan (pengamatan tidak terlibat).
14
 Dikarenakan 
peneliti berada diluar subjek yang diamati dan tidak ikut dalam 
kegiatan yang mereka lakukan, maka observasi yang dipakai 
peneliti disebut observasi tak partisipan. Teknik observasi ini 
digunakan untuk memperoleh data variabel apa saja faktor-
faktor yang mempengaruhi partisipasi politik santri sebagai 
pemilih pemula pada pelaksanaan pemilu 2019 dan juga untuk 
menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan diatas.  
b. Teknik Wawancara 
Metode interview menurut Lexy J. Moleong adalah 
Percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan 
oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 
mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) 
yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 
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Menurut Sugiyono Interview (wawancara) dibagi menjadi 
dua sebagai berikut: 
1) Wawancara terstruktur  
Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik 
pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah 
mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 
diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, 
pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa 
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pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun 
telah disiapkan. 
2) Wawancara  tidak terstruktur  
Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang 
bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 
wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap 
untuk pengumpul datanya. Pedoman wawancara yang 




3) Wawancara bebas terpilih 
Wawancara bebas terpilih adalah kombinasi keduanya, 
pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang 




Jenis interview (wawancara) yang diterapkan dalam penelitian 
ini adalah interview terstruktur, yaitu pelaksanaan wawancara telah 
mempersiapkan instrumen pertanyaan-pertanyaan tertulis yang 
diajukan kepada responden. Interview diajukan kepada sampel 
yang telah dipilih peneliti, wawancara ini dilakukan untuk 
mengetahui secara langsung kondisi serta untuk mengetahui 
gambaran umum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi  
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partisipasi politik santri pemilih pemula pada pemilihan Presiden 
dan Wakil Presiden. 
Guna memperoleh validitas data, peneliti akan memilih 
beberapa sampel dari jumlah populasi yang ada untuk 
diwawancarai agar mendapatkan informasi yang lebih akurat. 
Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang 
memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek populasi 
dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media, dan sebagainya. 
Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil 
dengan cara-cara tertentu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas 
dan lengkap yang dapat mewakili populasi.
18
 
Populasi yang dimaksud peneliti yaitu, jumlah keseluruhan 
Santri pemilih pemula di Pondok Pesantren Roudlotussholihin 
sekitar 798 populasi santri. 
Sedangkan sampel yang dimaksud peneliti yaitu Santri pemilih 
pemula di Pondok Pesantren Roudlotussholihin yang terpilih dan 
sudah terdaftar sebagai pemilih dan pengurus Pondok Pesantren 
Roudlotussholihin yang nantinya akan diwawancari oleh peneliti. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis yaitu teknik 
purposive sampling, yaitu sampel diambil dengan berdasarkan 
pertimbangan subyektif peneliti, persyaratan yang dibuat sebagai 
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kriteria harus dipenuhi sebagai sampel.
19
 Teknik ini adalah salah 
satu teknik Non Random Sampling yaitu tidak semua individu 
dalam populasi dapat diberi peluang peluang yang sama menjadi 
sampel, pengambilan sampel ditentukan dengan cara menetapkan 
ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga 
diharapkan  dapat menjawab permasalahan penelitian.
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Maka dari itu, sampel yang digunakan pada skripsi ini yaitu 
antara lain: 
1) Santri laki-laki (3 orang) dan Santri perempuan (3 orang) 
mereka adalah responden sampel utama. 
2) Pengurus Santriwan (1 orang) dan pengurus Santriwati (1 
orang) mereka adalah informan pendukung guna 
memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan sesuai 
dengan bahasan skripsi ini. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk 
menemukan data dengan cara pengamatan, pencatatan yang bersifat 




Data-data yang diperoleh dari dokumentasi adalah: 
1) Dokumen data diri Santri 
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2) Sejarah singkat Pondok Pesantren 
3) Profil Pondok Pesantren 
4) Visi, misi dan tujuan Pondok Pesantren 
5) Struktur pengurus Pondok Pesantren 
6) Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren 
7) Jadwal kegiatan santri Pondok Pesantren 
8) Peraturan Pondok Pesantren 
5. Prosedur Analisis Data 
Analisis  merupakan  suatu  usaha  untuk  menemukan jawaban 
atas pertanyaan rumusan yang telah tersusun. Dalam penelitian 
kualitatif, Lexy Moleong menjelaskan bahwa langkah-langkah yang 
ditempuh dalam analisis data adalah pemrosesan satuan (unityzing), 
kategorisasi dan penafsiran data.
22
 
Analisis data adalah proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 
dasar. Analisis data dibagi menjadi dua yaitu, analisis data statistik dan 
analisis data non statistik. Mengingat data penulisan ini tidak berupa 
hasil melainkan proses maka analisis yang digunakan adalah analisis 
data non statistik, yang disebut juga analisis kualitatif yaitu analisis 
yang tidak menggunakan model matematik, model statistik dan 
ekonometrik atau model tertentu lainnya. Analisis data dilakukan 
terbatas pada teknik pengolahan data nya seperti pada pengecekan data 
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dan tabulasi, dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik 




Data dianalisis dan diolah dengan cara : 
a. Pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan dengan cara 
mencari data dan mengumpulkan berbagai jenis data atau 
sumber di lapangan yang mendukung penelitian ini. 
b. Reduksi data, yaitu Reduksi data dilakukan dengan menelaah 
kembali seluruh catatan lapangan dan studi dokumentasi. Telah 
dilakukan untuk menemukan hal-hal yang pokok atau penting 
berkenaan dengan fokus penelitian. Dengan kata lain reduksi 
data dimaksud untuk menyederhanakan, memilih dan menilai 
data dan informasi yang berhubungan dengan pokok-pokok 
penelitian. 
c. Menarik kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah suatu 
tujuan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat 
ditinjau sebagai makna yang muncul data yang harus diuji 
kebenarannya, kekokohannya yaitu merupakan validitasnya. 
Setelah seluruh data dikumpulkan kemudian dianalisis secara 
logis, maka diperoleh kesimpulan yang didalamnya mencakup 
jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 
dalam rumusan masalah. Selanjutnya berdasarkan kesimpulan 
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itu, peneliti memberikan solusi kongkrit yang konstruktif 
sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya sehingga dapat 






A. Kajian Teori 
1. Partisipasi Politik 
a. Partisipasi Politik 
 Partisipasi politik merupakan suatu penentuan sikap dan 
keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi 
organisasinya, sehingga pada akhirnya individu terdorong untuk 
berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil 
bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama.
24
 
Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya 
bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam 
aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan 
berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, participate 
atau participation berarti mengambil bagian atau peranan.Jadi, 




Menurut Miriam Budiarjo menyatakan bahwa partisipasi 
politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan 
seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam 
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kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara 
dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan 
publik (publicpolicy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti 
memberikan suara dalam pemilihan umum, mengahadiri rapat 
umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, 
mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah 
atau anggota parlemen, dan sebagainya.
26
 
Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik adalah 
keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala 
keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. 
Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang 
tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses 
pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
27
 
Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya 
dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka 
akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat 
partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan 
memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam 
kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang   
rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang  
baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak  
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menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.
28
Secara 
sederhana, partisipasi politik merupakan peran sertamasyarakat 
terhadap sebuah atau berbagai kegiatan dalam kehidupannya 
yang sifatnya social (memasyarakat). 
Kesimpulan dari pengertian diatas, partisipasi politik adalah  
hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau 
sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan 
kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin 
atau pun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat 
oleh pemerintah untuk dijalankan, yang dilakukan secara 
langsung atau tidak langsung. 
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik 
Menurut Milbrath, dikutip dalam buku Pengantar Sosiologi 
Politik karya Rafael Maran, menyebutkan dua faktor utama yang 
mendorong orang berpartisipasi politik, bahwa adanya faktor 
pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung terdapat 
lima unsur diantaranya adanya perangsang politik, karakteristik 
pribadi seseorang, karakteristik sosial,situasi atau lingkungan  
politik, dan pendidikan politik.
29
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Lima faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, 
antara lain: 
1) Adanya perangsang politik. 
Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi 
dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat berpatisipasi 
dipengaruhi misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi politik  
melalui media masa atau melalui diskusi formal maupun 
informal. 
2) Faktor karakteristik pribadi seseorang.  
Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai 
kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, 
ekonomi, sosial budaya, hankam, biasanya mau terlihat dalam 
aktivitas politik. 
3) Karakteristik sosial. 
Menyangkut status sosial ekonomi, kelompokras, etnis, 
danagama seseorang. Bagaimanapun juga lingkungan sosial itu 
ikut mempengaruhi persepsi, sikap perilaku seseorang dalam 
bidang politik. Oleh sebab itulah, mereka mau berpartisipasi 
dalam bidang politik. 
4) Situasi atau lingkungan politik itu sendiri. 
Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan 
senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam 
lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas 
27 
 
dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik dari 
pada dalam lingkungan politik yang otoriter. Lingkungan politik 
yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan 
dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dariwilayah politik. 
5) Pendidikan Politik. 
Adapula yang menambahkan pendidikan politik sebagai 
warga Negara merupakan faktor pendukung lainnya yang 
sifatnya internal bagi suatu kelompok yang melaksanakan 
partisipasi politiknya. 
Selain faktor pendukung, disebutkan pula faktor yang dapat menjadi 
panghambat suatu partisipasi politik. Adapun faktor penghambat dari 
partisipasi politik itu antara lain
30
 : 
1) Kebijakan Induk Organisasi Selalu Berubah. 
Maksud dari kebijakan induk selalu berubah yaitu, 
organisasi atau badan yang dipandang elite politik dalam tubuh 
suatu organisasi masyarakat atau seorang pemilih selalu 
merubah kebijakan terhadap partisipasi yang ada dengan yang 
baru sesuai situasi dan kondisi. 
2) Pemilih Pemula yang  Otonom. 
Pemilih pemula yang otonom akan membuat gerakan 
politisnya tidak independen, pemilih pemula tersebut berada 
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dalam hubungan suatu organisasi induknya, baik sifatnya 
konsultasi atau koordinasi. 
3) Dukungan yang Kurang  Dari Induk Untuk Mensukseskan.  
Dukungan yang kurang selama proses partisipasi politik 
akan menghambat aktivitas politik pemilih pemula, komunikasi 








1) Pendekatan Sosiologi 
Pendekatan Sosiologi membentuk sikap dan tindakan 
masyarakat untuk melakukan pilihan dipemilihan umum. 
Pendekatan sosiologis melihat dari pendekatan pada pentingnya 
peranan kelas atas preferensi seseorang. Pendekatan ini 
menyakini bahwa kelas merupakan basis pengelompokan 
politik, sebab partai-partai politik tumbuh dan berkembang 
berdasarkan kelompok-kelompok yang ada dimasyarakat yang 
berlainan karena kepentingan ekonomi masing-masing.
33
 
Pendekatan partisipasi tidak hanya didasarkan kepada 
perbedaan kelas tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat 
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pendapatan seseorang, daerah tinggal seseorang, pekerjaan 
seseorang dan lain sebagainya, khususnya berkaitan dengan sisi 
sosiologis
34
. Contohnya yaitu: 
a) Individu/masyarakat yang mengidentifikasikan dirinya 
sebagai “orang kecil” akan memberikan suaranya kepada 
calon anggota partai politik yang mempunyai positioning 
dengan cara mengidentifikasikan dirinya seperti rakyat 
pemilih sebagai partai wong cilik.
35
 
b) Rakyat pemilih yang tinggal di suatu daerah/bekerja 
disuatu kantor/bekerja disuatu tempat, yang kebetulan 
daerah atau kantor atau tempat tersebut dikenal sebagai 
basis suatu sekelompok tertentu,sehingga secara tidak 
langsung akan memilih calon-calon anggota legislatif dan 
partai politik ditempat tinggalnya atau ditempat  mereka 
bekerja. 
c) Masyarakat/individu yang berpendidikan tinggi akan 
memilih calon-calon anggota partai politik yang 




d) Dilihat dari sisi pekerjaan, akan ditarik suatu kesimpulan 
yang menyatakan bahwa, pemilih yang bekerja sebagai 
guru akan memilih calon anggota partai politik yang 
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berasal dari golongan guru pula, para pegawai di kantor 
atau suatu dinas akan cenderung memilih calon anggota 




Penjelasan mengenai pendekatan sosiologis ini diperjelas lagi 
bahwa, mengenai pengkategorian karakteristik sosial dan 
pengelompokkan  sosial ini dibagi menjadi tiga tipe yakni: 
a) Kelompok pertama kategorial yang terdiri atas orang-orang 
yang memiliki karateristik politik yang berbeda-beda dan 
tidak menyadari karakteristik dan tujuan kelompoknya. 
Dimana perbedaan ini terjadi karena masing-masing 
katerogi memberi reaksi yang berbeda terhadap peristiwa 
politik, pengalaman politik dan peran-peran sosial.
38
 
Pengelompokkan kategori ini terbentuk atas dasar faktor-
faktor perbedaan jenis kelamin, perbedaan usia, dan 
perbedaan  pendidikan. 
b) Kategori kedua adalah kelompok skunder yang menyadari 
identifikasi dan tujuan kelompoknya dan terdapat ikatan 
psikologis anggota terhadap kelompoknya, kelompok ini di 
klasifikasi seperti pekerjaan, kelas sosial dan status sosial 
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c) Tipe kelompok terakhir adalah kelompok primer yang 
terdiri atas orang-orang yang melakukan kontak dan 
interaksi langsung secara teratur dan sering, kelompok ini 
memiliki pengaruh yang paling kuat dan langsung terhadap 
perilaku politik seseorang. Mereka yang tergolong 
kelompok ini adalah pasangan suami-istri, orang tua dan 
anak-anak dan teman sepermainan.
40
 
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan sosiologis 
ini akan menekankan pada dua aspekyaitu : 
a) Pengelompokan sosial dilihat dari  pola  hubungan sosial 
seperti hubungan pertemanan, kekeluargaan dan 
kekerabatan serta kelompok sosial lainnya seperti profesi 
dan organisasi yang diikuti. 
b) Karakteristik sosial yang dilihat orientasi pemilih  terhadap 
karakteristik sosial kandidat seperti usia, jenis kelamin, 
agama, etnis, dan lain-lain.
41
 
2) Pendekatan Psikologis 
Pendekatan yang lebih memberikan penekanan kepada faktor 
psikologis dari pemilih itu sendiri. Pendekatan psikologis, 
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menjelaskan bahwa  partisipasi  menitik beratkan pada kedekatan 
seseorang terhadap calon anggota legislatif, karena kedekatannya 
dengan agama yang dianut, atau  juga  pekerjaan orang tua dan 
lain sebagainya. Leo Agustino merumuskan sebagai berikut : 
a) Keyakinan sosioreligius dimana keyakinan keagamaan 
merupakan variabel yang signifikan dalam mempengaruhi 
politik seseorang. Meskipun kasusnya berbeda, gambaran yang 
sederhana untuk menunjukkan hal tersebut dapat merujuk pada 
penelitian Geertz, menurutnya kaum  santri  (memiliki  ke 
Islaman lebih kental dibandingkan dengan kaum abangan) 
akan secara pasti memilih calon anggota legislatif yang  
diidentifikasikan  oleh rakyat pemilih sebagai person yang 
memilik nilai ke islaman yang lebih tinggi dibanding calon 
legislatif yang lainnya. Sedangkan mereka yang 
mengidentifikasikan dirinya sebagai kaum abangan, akan 
memilih calon anggota legislatif dari kelompok abangan pula, 
bahkan non islam pula. 
b) Pola  Kedaerahan, misalnya ada dua calon anggota legislatif, 
calon pertama dari luar kota Bandung  (meskipun ia telah lama 
tinggal di kota Bandung) dan calon kedua dari kota Bandung  
sendiri  (variannya dapat dibesarkan diluar kota bandung atau 
tidak), dan bilamana seseorang pemilih dari luar kota bandung 
33 
 
yang kebetulan berasal sama dengan calon legislatif dari 
daerah pertama, dan begitu pula sebaliknya. 
c) Pola Kepemimpinan, biasanya sikap pemilih khususnya 
masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh  peran pemimpin non 
formal, seperti kyai-kyai atau keturunan darah biru  daerah  
dan lain sebagainya. Kembali merujuk pada  pandangan  
Geertz, dimana sikap kaum santri akan sangat dipengaruhi oleh 
petuah dari kyai-kyai, sedangkan sikap pemilih kaum abangan 
akan banyak dipengaruhi oleh peran guru.  Dan  bila  para  
kyai meminta  santrinya  memilih calon anggota legislatif atau 
para guru meminta muridnya untuk memilih salah satu anggota 
legislatif tertentu, kesemuanya itu dilakukan oleh para santri 
atau para muridnya, maka tindakan tersebut dapat dijelaskan 
dengan menggunakan pendekatan psikologis”. 
42
 
Pendekatan psikologis memperkenalkan apa yang disebut 
sebagai budaya demokrasi atau civic culture yang kemudian akan 
disebut sebagai budaya partisipasi politik dan dapat menjelaskan 
tentang partisipasi politik.  Pada dasarnya pendekatan psikologi ini 
memiliki definisi yang hampir sama dengan model perilaku politik, 
dimana perilaku untuk memilih pada suatu Pemilihan Umum 
berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi 
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pemilih atas partai-partai yang ada atau ketertarikan emosional 
pemilih terhadap suatu partai tertentu. Secara jelas, partai yang 
memiliki ketertarikan secara emosional dirasakan sangat dekat 
dengan pemilih merupakan partai yang selalu dipilih tanpa 
terpengaruh oleh faktor-faktor lain.
43
 
Maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pendekatan 
psikologis ini terdapat dua indikator, yaitu : 
a) Identifikasi kandidat, dilihat dari perasaan emosional 
pemilih yang melandasi pilihannya dengan 




b) Ketokohan, dilihat dari calon (atau tokoh dibelakang calon) 
dan tokoh-tokoh panutan yang dihormati oleh pemilih.
45
 
3) Pendekatan Rasional 
Pendekatan rasional berkaitan dengan pola  perilaku pemilih 
masyarakat, yakni orientasi isu dan orientasi kualitas kandidat. 
Pemilih benar-benar rasional dan sangat memiliki pertimbangan-
pertimbangan khusus dalam menggunakan hak pilihnya, 
pertimbangan-pertimbangan tersebut berupa apa untung dan 
ruginya apabila pemilih mempergunakan hak pilihnya untuk 
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memilih partai tertentu atau kandidat tertentu, hal ini dikarenakan 
pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pegetahuan dan 




Dalam pendekatan rasional ini pemilih cenderung memikirkan 
hal apa yang akan didapat dari memilih seorang kandidat. 
Pedekatan ini berdasar pada isu apa yang sedang terjadi sehingga 
isu tersebut dapat mempengaruhi pilihan politik. Dengan kata lain, 
pemilih tidak memikirkan apa yang menjadi konsep politis yang 
diberikan melainkan bertumpu pada keuntungan yang didapat jika 
pemilih memilih kandidat tersebut. Maka dari itu pemilih pemula 
dianggap sebagai sumber atau penghasil suara yang cukup 
signifikan karena mereka (pemilih pemula) mudah terpengaruh dan 
dipengaruhi. 
Dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendekatan rasional 
merupakan pendekatan yang  melihat bahwa pilihan pemilih adalah 
keputusan rasional pemilih yang dipertimbangkan adalah sebagai 
berikut : 
a) Orientasi visi dan misi yang diukur dari pengetahuan dan 
pemahaman serta ketertarikan pemilih terhadap program 
yang ditawarkan calon 
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b) Orientasi kandidat yang diukur dari kualitas kandidat 
meliputi kedudukan, informasi, prestasi dan popularitas 
pribadi bersangkutan dalam berbagai bidang kehidupan 




Dari uraian di atas, ketiga pendekatan diatas sama-sama 
berasumsi  bahwa memilih merupakan kegiatan yang otonom, 
dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. Namun, 
dalam kenyataandi Negara-negara berkembang, perilaku memilih 
bukan hanya ditentukan oleh pemilih sebagaimana disebutkan oleh 
ketiga pendekatan diatas, tetapi dalam banyak hal, justru ditentukan 




c. Tipologi Partisipasi Politik 
Secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan 
menjadi: 
1) Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada 
proses inputdan output. 
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2) Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya 
pada output, dalam arti hanya menaati peraturan 
pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap 
keputusan pemerintah. 
3) Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena 
menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari 
yang  dicita-citakan. 
49
 
Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Cholisin membedakan 
partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni
50
: 
1) Partisipasi politik apatis orang yang tidak berpartisipasi dan 
menarik diri dari proses politik. 
2) Partisipasi politik spector orang yang setidak-tidaknya 
pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. 
3) Partisipasi politik gladiator yaitu mereka yang secara aktif 
terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis 
mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja 
kampanye dan aktivis masyarakat. 
4) Partisipasi politik pengritik yaitu orang-orang yang 
berpartisipasi dalam bentuk yang tidak  konvensional.
51
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Dengan  demikian  dapat dinyatakan bahwa orientasi  partisipasi 
politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan pasif 
terletak pada outputnya saja. Selain itu juga ada anggapan masyarakat 
dari sistem politik yang ada dinilai menyimpang dari apa yang dicita-








1) Bentuk partisipasi konvensional 
Partisipasi konvensional yaitu sebuah proses yang 
dilakukan oleh warga negara untuk mempengaruhi hasil akhir 
dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemeritah. Contoh 
dari partisipasi konvensional yaitu, membentuk dan 
bergabung dalam kelompok kepentingan, dan Komunikasi 
individual dengan pejabat politik atau administratif. 
2) Bentuk Partisipasi non-konvensional 
Partisipasi non-konvensional yakni warganegara 
mempengaruhi proses yang dapat merubah hasil. Contoh dari 
partisipasinon-konvensional ini adalah demonstrasi.
54
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d. Tujuan dan Fungsi Partisipasi Politik 
1) Tujuan Partisipasi Politik 
Keterlibatan politik dapat terjadi dengan berbagai tujuan, 
diantaranya yaitu: 
a) Memberikan rakyat kesempatan untuk mempengaruhi 
proses pembuatan kebijakan, untuk mengontrol 
pemerintah yang akan terpilih dan menjadi alat untuk 
memilih pemimpin dan mengekspresikan eksistenssi 
individu atau grup yang mempengaruhi pemerintah 
melalui jalan terlibat dalam politik.
55
 
b) Menjadi alat untuk mengontrol rakyat sehingga 
mencegah terjadinya pemberontakan oleh rakyat, dan 
menjadi sebuah cara untuk meningkatkan dukungan 




2) Fungsi Partisipasi Politik 
Menurut Robert Lane, terdapat empat fungsi partisipasi 
politik bagi individu-individu, yaitu:
57
 
a) Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis 
b) Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi 
penyesuaian sosial. 
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c) Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus. 
d) Sebagai sarana untuk memenuhi keutuhan alam bawah 
sadar dan psikologis tertentu. 
Partisipasi politik juga mempunyai fungsi bagi  kepentingan 
pemerintah, sebagai berikut: 
a) Untuk mendorong program-program pemerintah. Hal ini 
berarti peran masyarakat diwujudkan untuk mendukung 
program pemerintah. 
b) Sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan 
masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam 
mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.
58
 
2. Pemilih Pemula 
a. Teori pemilih pemula 
Pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang sudah 
genap berusia 17-21 tahun, dan baru pertama kali menggunakan hak  
pilihnya dalam pemilu. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat 22 UU NO 10 
Tahun 2008 pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap 
berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian 
pasal 19 ayat 1 dan 2 UU N0 10 tahun 2008 menerangkan bahwa 
pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga Negara 
Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar 
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pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 
tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
59
 
Pemilih pemula belum mempunyai pengalaman memilih dalam 
pemilu dan perlu mengetahui serta memahami berbagai hal terkait 
dengan pemilu. Seperti, untuk apa pemilu diselenggarakan, apa saja 
tahapan pemilu, siapa saja yang boleh ikut serta dalam pemilu dan 
sebagainya.
60
 Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa 
atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi segmen yang 
memang unik, mengapa demikian, sebab perilaku pemilih pemula 




b. Ciri-ciri Pemilih Pemula 
Sesuai  dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2008 dalam Pasal 
1 ayat 22  pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang telah 
genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, 
kemudian Pasal 19 ayat 1 dan 2 UU NO 10 Tahun 2008 menerangkan 
bahwa pemilih yang mempunyai hak pilih adalah warga Negara 
Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar 
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pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 
tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
62
 
Selain uraian diatas disebutkan pula bahwa Pemilih pemula 
adalah warga negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam 
daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) 
pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan 
rentang usia 17-21 tahun.
63
 
Maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pemilih pemula, yaitu: 
1) Seorang pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang 
telah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin. 
2) Seorang pemilih pemula adalah seseorang yang baru 
menggunakan hak pilihnya (memberikan suara) 
3) Seorang pemilih pemula yang mempunyai hak pilih telah 
terdaftar oleh penyelenggara pemilu.
64
 
c. Pembelajaran Politik pada Pemilih Pemula 
Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam 
mempengaruhi atau meberikan pemahaman terhadap politik melalui 
sarana pendidikan di lingkungan sekolah secara khusus  bagi pemilih 
pemula dan secara umum bagi masyarakat. 
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Menurut Kantraprawira, pendidikan politik yaitu untuk 
meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi 
secara maksimal dalam sistem politiknya.
65
 
Menurut Ramlan Surbakti, dalam memberikan pengertian 
tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai 
sosialisasi politik. Surbakti berpendapat bahwa: 
“Sosialisasi politik dibagi menjadi dua yaitu, pendidikan 
politik dan indoktrinasi politik 
66
. Pendidikan politik merupakan 
suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. 
Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan 
mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik 
negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti 




Berdasarkan pendapat Surbakti diatas bahwa pendidikan politik 
sebagai sarana sosialisasi politik kepada warga negaranya. 
Pendidikan politik mengajarkan masyarakat pada umumnya dan para 
pemilih pemula khususnya untuk lebih mengenal sistem  politik yang 
ada di Negara Indonesia. Sehingga diharapkan sosialisasi pendidikan 
politik sebagai sarana untuk membentuk  sikap orientasi politik.
68
 
Tujuan adanya pembelajaran politik pada pemilihan pemula yaitu 
agar sebagai pemilih pemula dapat memiliki pemahaman secara 
mendasar mengenai politik melalui sarana pendidikan 
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kewarganegaraan sebagai pendidikan politik
69
. Selain itu, untuk 
mengubah dan membentuk tata perilaku seseorang agar sesuai 
dengan tujuan politik yang dapat menjadikan setiap individu sebagai 
partisipan politik yang bertanggung jawab.
70
 
Pendidikan politik berperan penting sebagai media 
pennyampaian konsep politik yang memiliki tujuan akhir untuk 
membuat peemilih pemula lebih “melek” politik. Pemilih pemula 
yang “melek” politik adalah pemilih pemula yang yang sadar akan 
hak dan kewajiban sehingga dapat ikut serta dalam kehidupan 
bernegara disetiap proses pembangunan. Pendidikan politik 
diperlukan keberadaannya terutama untuk mendidik generasi muda 
saat ini yang nantinya akan menjadi penerus bangsa.
71
 
Salah satu peran penting lainnya yaitu untuk mewujudkan 
kehidupan masyarakat yang demokratis, yaitu sebagai warga 
masyarakat yang berfikir kritis, dan bertindak demokratis melalui 
aktivitas menanamkan kepada pemilih pemula pada tiga hal, yaitu: 
1) Demokrasi adalah bentuk kehidupan bermasyarakat yang 
paling menjamin hak-hak warga negara masyarakat itu 
sendiri. 
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2) Demokrasi adalah suatu proses pembelajaran yang tidak dapat 
begitu saja meniru dari masyarakat lain. 
3) Kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan 
mentransformasikan nilai-nilai demokrasi: kebebasan, 




Adapun bentuk dan proses pendidikan politik, yaitu: 
1) Bentuk dan proses yang bersifat tesembunyi, yaitu kegiatan 
berlangsung dalam lembaga-lembaga sosial no-politis, seperti 
lingkungan keluarga, lingkungan sosial, lingkungan 
keagamaan, lingkungan kerja, ataupun lingkungan sekolah 
atau kampus. 
2) Bentuk dan proses yang bersifat terbuka, yaitu kegiatannya 




Adapun bentuk lain seperti, Bahan bacaan seperti, surat kabar, 
majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk 
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d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih 
Pemula 
Menurut Milbrath, dikutip dalam buku Pengantar Sosiologi 
Politik karya Rafael Maran, menyebutkan dua faktor utama yang 
mendorong orang berpartisipasi politik, bahwa adanya faktor 
pendukung dan faktor penghambat.  Faktor pendukung terdapat lima 
unsur diantaranya adanya perangsang politik, karakteristik pribadi 




Lima faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, 
antara lain: 
1) Adanya perangsang politik. 
Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi 
dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat berpatisipasi 
dipengaruhi misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi politik  
melalui media masa atau melalui diskusi formal maupun informal. 
Semakin peka atau terbuka seseorang terhadap perangsang politik 
melalui kontak pribadi atau organisasi atau media masaa semakin, 
semakin besar juga seseorang untuk berpartisipasi. 
2) Faktor karakteristik pribadi seseorang.  
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Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai 
kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, 
ekonomi, sosial budaya, hankam, biasanya mau terlihat dalam 
aktivitas politik. 
3) Karakteristik sosial. 
Menyangkut status sosial ekonomi, kelompokras, etnis, dan 
agama seseorang. Bagaimanapun juga lingkungan sosial itu ikut 
mempengaruhi persepsi, sikap perilaku seseorang dalam bidang 
politik. Oleh sebab itulah, mereka mau berpartisipasi dalam bidang 
politik. 
4) Situasi atau lingkungan politik itu sendiri. 
Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan 
senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam 
lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan 
nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik dari pada 
dalam lingkungan politik yang otoriter. Lingkungan politik yang 
sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan 
sendirinya menjauhkan masyarakat dariwilayah politik. 
5) Pendidikan Politik. 
Adapula yang menambahkan pendidikan politik sebagai warga 
Negara merupakan faktor pendukung lainnya yang sifatnya internal 




Berdasarkan uraian diatas, faktor yang menjadi motivasi pemilih 
pemula dalam berpartisipasi politik pada kegiatan pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden yaitu adanya perangsang politik karena pemilih pemula 
selalu berdiskusi dengan tema yang disesuaikan dengan kebutuhan 
diantaranya tentang politik, sosial, budaya, pendidikan dan lain seebgainya 
baik dilakukan secara formal ataupun informal. Faktor karakteristik 
pribadi, karena sebagian besar pemilih pemula merupakan seorang 
peelajar/mahasiswa namun juga mempunyai kepedulian besar terhadap 
problem sosial, ekonomi, sampai mau terlibat dalam aktivitas politik.  
Karakteristik sosial seseorang, karena pemilih pemula menghargai nilai 
keterbukaan serta kejujuran, keadilan sampai pada akhirnya mau  
menegakkannya dalam bidang politik, dengan kata lain berpartisipasi 
dengan mempunyai misi. Situasi yang kondusif, pemilih pemula 
berpartisipasi dalam politik dengan asas demokrasi. Serta faktor pendorong 




Selain faktor pendukung, disebutkan pula faktor yang dapat menjadi 
panghambat suatu partisipasi politik. Faktor penghambat dapat membuat 
seseorang untuk tidak berpasrtisipasi dalam kegiatan politik seperti pemilu. 
Adapun faktor penghambat dari partisipasi politik itu antara lain
77
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1) Kebijakan Induk Organisasi Selalu Berubah. 
Maksud dari kebijakan induk selalu berubah yaitu, 
organisasi atau badan yang dipandang elite politik dalam tubuh 
suatu organisasi masyarakat atau seorang pemilih selalu 
merubah kebijakan terhadap partisipasi yang ada dengan yang 
baru sesuai situasi dan kondisi. 
2) Pemilih Pemula yang  Otonom. 
Pemilih pemula yang otonom akan membuat gerakan 
politisnya tidak independen, pemilih pemula tersebut berada 
dalam hubungan suatu organisasi induknya, baik sifatnya 
konsultasi atau koordinasi. 
3) Dukungan yang Kurang  Dari Induk Untuk Mensukseskan.  
Dukungan yang kurang selama proses partisipasi politik 
akan menghambat aktivitas politik pemilih pemula, komunikasi 




3. Partisipasi Politik dalam Fikih Siyasah 
a. Bentuk Pemilihan Umum dalam Islam 
Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan menjadi 
bagian dalam kehidupannya, termasuk bagaimana cara memiliih 
pemimpin. Agama islam tidak memberikan batasan untuk memilih 
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metode tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya. Hal 
ini dikarenakan  dalam Islam (hukum islam) mempunyai tujuan yaitu 
tidak ada kesulitan bagi kaum muslimin.
79
 Dengan demikian, umat 
dapat memilih pemimpinnya mereka berdasarkan metode sejaalan  




Menurut ajaran islam, seperti yang dikemukakan oleh Kasman 
Singodimedjo, bahwa Allah yang menciptakan dan sungguh-sungguh 
mentolelir atau mengizinkan adanya kedaulatan rakyat, kedaulatan 
negara, dan kedaulatan hukum, yang tentunya didalam arti terbatas, 
yaitu dalam batas-batas keizinan Allah.
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ٰۤ  ٰۤٰۤٰۤٰۤ ٰۤ  ٰۤٰۤ ٰۤ ٰۤ ٰۤٰٰٰۤۤۤ 
ٰۤ
Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak 
(pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan 
Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi 
mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan 
Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka 
sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.” (Q.S al-Ahzab 
ayat 36) 
 
Ayat diatas menunjukkan bahwa meskipun kedaulatan rakyat 
dalam arti rakyat yang mempunyai kekuasaan, namun masih ada yang 
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lebih berdaulat atau berkuasa yaaitu Allah Swt. Disini suara rakyat  
bukanlah suara Tuhan, karena rakyat dapat saja melakukaan perbuatan 
yang tidak sesuai dengan syariat. 
Dipertegas kembali oleh Kasman Singodimedjo bahwa: 
“Mengenai kedulatan rakyat atau umat, sesungguhnya rakyat atau 
umat tidak dapat dikatakan berdaulat dalam arti berkuasa penuh, 
karena mereka itu tetap saja manusia-manusia yang sifatnya dhaif 




Dengan demikian, dikenal pemilihan untuk memilih wakil-wakil 
rakyat di antara mereka. Di dalam sejarah kebudayaan Islam 
sebenarnya sudah mengenal metode untuk memilih pemipin umat, 
yang berbeda dengan metode yang sekarang dikenal pemilihan umum 




b. Sejarah Pemilu Dalam Islam 
Pemilu dalam sejarah peradaban Islam ditemukan dari peristiwa 
yang mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan 
landasan oleh para ulama sekarang untuk membenarkan pemilu yang saat 
ini dipraktekkan. Misalnya, Baiat al-Nuqoba (wakil-wakil suku), yaitu 
ketika kaum Anshar membaiat Nabi Saw. di „Aqabah. Saat itu, Nabi Saw. 
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bersabda bahwa pilihlah untukku dari kalian dua belas orang wakil yang 
akan menunaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum mereka.
84
 
Begitu juga periode sesudah Nabi Saw. yaitu pada masa al-
khulafaur Rasyidin. Pemilihan umum yang dikenal pada masa al- 
Khulafaur Rasyidin dapat ditemui janji setia (baiat) dari masing-masing 
khalifah yang terpilih. Janji setia (baiat) dilaksanakan di masjid 
kemudian rakyat memberikan baiat kepada khalifah, sehingga di sini 
ada keterlibatan dan peran rakyat dalam baiat khalifah.
85
 
Pada saat pemilihan Abu Bakar yang dilakukan di balai 
pertemuan Bani Saidah oleh kelompok kecil yang terdiri atas lima 
orang selain Abu Bakar, yaitu „Umar bin Khaththab, Abu Ubaydah ibn 
Jarah, Basyir ibn Sa‟ad, Asid ibn Khudayr dan Salim, seorang budak 
Abu Khudzayfah yang telah dimerdekakan. Kelima orang itu 
merupakan perwakilan dari kelompok Muhajirin (suku Quraisy)   dan   
kelompok Anshar masing-masing dari unsur Khazraj dan Aus. Hal ini 
berbeda dengan „Umar bin Khaththab yang terpilih tidak melalui 
proses pemilihan sebagaimana Khalifah Abu Bakr. Meskipun 
demikian, „Umar bin Khaththab menyatakan ketika sampai kepadanya 
berita bahwa orang-orang berkata bahwa jika „Umar meninggal dunia 
mereka akan memberikan baiat pada si Fulan. Beliau juga melarang 
bahwa barang siapa membaiat seorang pemimpin tanpa proses 
musyawarah, baiatnya dianggap tidak sah, dan tidak ada baiat 
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Riwayat tersebut adalah bentuk dari pemilihan umum yang 
dikenal pada saat itu melalui mekanisme musyawarah dengan rakyat 
dan mengembalikan urusan pemilihan pemimpin kepada rakyat (kaum 
muslimin).
87
 Meski tidak ada dokumen sejarah yang ditemukan dalam 
sejarah Islam pada pemilu, tetapi ketiadaan dokumen tidak berarti 
bahwa Islam tidak memiliki konsep yang dapat digunakan untuk 
memecahkan masalah kemanusiaan. 
Dari sejarah tersebut kita bisa mengambil pelajaran bagaimana 
cara memilih dan menentukan seorang pemimpin. Dengan demikian, 
pemilu dalam Islam dapat disimpulkan yaitu: 
1). Kandungan proses pemilu berupa keharusan tegaknya baiat 
atas pilihan dan ridha rakyat, merupakan perkara yang 
tercakup dalam syariat. Baiat dalam Islam tidak terjadi 
melainkan atas asas pilihan, maka baiat yang terjadi pada 




2). Menyerahkan urusan baiat dan ketaatan kepada rakyat 
merupakan perkara yang diakui oleh syariat. Wajib bagi 
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seluruh rakyat memberi baiat kepada imam (kepala negara) 




Menurut  pendapat al-Mawardi dalam memilih seorang pemimpin 
mempunyai dua cara yakni: pertama, dipilih oleh Dewan ikhtiyar 
(pemilih) yang bertugas untuk memilih seseorang sebagai pemimpin 
negara  dan umat.  Kedua, Dewan imamah (pemimpin) yang bertugas 
untuk mengangkat seseorang dari mereka sebagai imam.
90
 
Pemilihan pemimpin di Negara Indonesia dilakukan melalui 
proses pemilihan umum atau yang sering disebut dengan pemilu. 
Pemilu diperbolehkan dalam Islam, sebab kekuasaan berada ditangan 
umat atau rakyat. Hal ini merupakan salah satu prinsip dalam sistem 
pemerintahan Islam. Pemilu sama halnya dengan proses musyawarah 
dalam memilih pemimpin. Setelah terpilih seorang pemimpin maka 
pemimpin tersebut dibaiat untuk menjadi khalifah.
91
 
Dengan demikian, penulis menarik kesimpulan bahwa, pandangan 
Islam mengenai pemilu dapat dipergunakan sebagai salah satu cara 
dalam bernegara apabila negara yang bersangkutan memilih dengan 
cara demokrasi sebagai satu-satunya dalam bernegara dan 
beermasyarakat. Perlu diingat, demokrasi yang dimaksud adalah yang 
sesuai dengan syariat. 
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c. Teori Konsep Syuro 
Kata syura berasal dari kata kerja syawara-yusyawiru yang berarti 
menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil  sesuatu. 
Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata syawara adalah tasyawara, 
artinya berunding, saling bertukar pendapat. Syawir, yang artinya 
meminta pendapat atau musyawarah.
92
Jadi, syura atau musyawarah 
adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan 
menukar pendapat mengenai suatu perkara.
93
 
Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional 
meletakkan musyawarah sebagai kewajiban ke-Islaman dan prinsip 
konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum dan  dasar-
dasar baku yang telah ditetapkan oleh an-nash Alquran dan hadis-
hadis nabawi. Oleh karena itu, musyawarah ini lazim dan tidak ada 
alasan bagi seseorang pun untuk meninggalkannya. Disebutkan dalam 
hadis nabawi bahwa: pemisah antara seseorang dan antara 
kemusyrikan serta kekafiran adalah salat, maka kami berkata: Bahwa 






Jika musyawarah maksudnya adalah prinsip partisipasi politik 
dalam pemikiran politik barat, maka prinsip amar ma’ruf nahi 
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mungkar yang merupakan tujuan dari semua kewenangan dalam 
Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah “semua 
kewenangan dalam Islam tujuannya hanyalah amar ma’ruf nahi 
mungkar, pada hakikatnya tersimbol dalam tugas pengawasan atas 
orang-orang yang memiliki kekuasaan, berarti mewujudkan partisipasi 
politik rakyat dalam segala perkara-perkara umum dan juga dalam 
hukum, berawal dari kewajiban memberi nasehat yang mana itu telah 
diperintahkan oleh Rasulullah SAW.
96
 
Ada ayat yang menyebutkan secara jelas akan adanya 
musyawarah, dan setiap satu dari dua ayat itu mempunyai petunjuk 
masing-masing.Firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran:159, yaitu: 
 ٰۤ ٰۤٰۤٰۤٰۤ ٰۤٰۤٰۤٰۤ ٰۤ ٰۤٰۤ
 ٰۤٰۤٰۤٰۤ ٰۤ ٰۤ     ٰۤ ٰۤ  ٰۤٰۤ
 ٰۤٰۤ  ٰۤ ٰۤ  ٰۤٰۤٰۤٰۤٰۤٰۤٰۤ       
 
Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku 
lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap 
keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri 
dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah 
dengan mereka dalam urusan itu.
97
 Kemudian apabila kamu 
telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S Ali Imran ayat 159) 
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Menurut Farid Abdul Khaliq, ayat diatas adalah perintah wajib 
melakukan musyawarah. Sekalipun ditujukan kepada Rasulullah 
SAW, tetapi perintah itu juga ditujukan kepada pemimpin tertinggi 
Negara Islam disetiap masa dan tempat, yakni wajib melakukan 
musyawarah dengan rakyat dalam segala perkara umum dan 
menetapkan hak partisipasi politik bagi rakyat di Negara muslim 
sebagai salah satu hak dari hak-hak Allah yang tidak boleh 
dihilangkan. Pelanggaran penguasa atas hak itu termasuk diantara  
kemungkaran terbesar, karena begitu besarnya kerusakan dan 




Selain ayat diatas, terdapat ayat al-qur‟an lainnya yang 
menjelaskan betapa pentingnya bermusyawarah dalam memutuskan 
perkara dan menegakkan hukum sesuai dengan perintah syariat. 
Karenanya, ayat-ayat yang memberi isyarat pada penegakkan hukum  
sesuai apa yang diturunkan oleh Allah, merupakan dalil akan 
kewajiban menegakkan imamah,
99
 tercantum dalam Surat al-Maidah 
ayat 48-49:  
  ٰۤ ٰۤ  ٰۤ  ٰۤ   ٰۤٰۤٰۤ  ٰۤٰۤ
  ٰۤ    ٰۤ  ٰۤٰۤ   ٰۤ  ٰۤٰۤ ٰۤٰۤٰۤٰۤ
 ٰۤ                         
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                        
                        
                  
                   
                           




Ayat (48) “Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan 
membawa kebenaran, membenarkan apa yang 
sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan 
sebelumnya) dan batu ujian
100
terhadap Kitab-Kitab 
yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka 
menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan 
kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap 
umat diantara kamu,
101
Kami berikan aturan dan jalan 
yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya 
kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah 
hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya 
kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat 
kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu 
semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang 
telah kamu perselisihkan itu 
Ayat (49) “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara 
mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan 
berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka 
tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang 
telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka 
berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), 
                                                             
100 Maksudnya: Al Quran adalah ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang 
diturunkan dalam Kitab-Kitab sebelumnya. 
101 Maksudnya: umat Nabi Muhammad s.a.w. dan umat-umat yang sebelumnya. 
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Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah 
menghendaki akan menimpakan mushibah kepada 
mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan 
Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang 
yang fasik.” (Q.S al-Maidah ayat 48-49) 
 
Dari uraian diatas, kita dapat melihat dengan jelas bahwa 
musyawarah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Selain 
merupakan bentuk perintah dari Allah SWT, musyawarah pada 
hakikatnya juga dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah tatanan 
masyarakat yang demokratis. Dengan musyawarah, setiap orang yang 
ikut bermusyawarah akan berusaha mengemukakan pendapat yang 




Demikian pun dalam hal berpartisipasi politik, pro dan kontra itu 
biasa, ketika mereka terdapat perbedaan dalam memilih kandidat, 
yang mereka lakukan adalah menyelesaikannya secara baik-baik 
dengan tidak memaksakan kehendak orang lain agar sama dengan 




d. Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Partisipasi Politik 
Kata  fiqih  berasal  dari  kata  fuqoha-yafqahu-fiqhan .Secara 
bahasa Fiqih adalah paham yang mendalam. Menurut istilah, fiqh 
adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari‟at yang 
bersifat  amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili). 
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Dari defenisi tersebut dapat di pahami fiqih adalah upaya 
sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahid) untuk menggali 
hukum-hukum syara` sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.104 
Sedangkan siyasah berasal dari kata saa-sa yang berarti mengatur, 
mengurus, mengendalikan atau membuat keputusan. Secara harfiyah 
siyasah adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan 
kebijakan, pengurusan, dan pengawasan.
105
 
Fikih siyasah adalah hukum Islam yang objek pembahasannya 
tentang kekuasaan. Secara sederhana, fikih siyasah meliputi hukum 
tata Negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Fikih siyasah 
pun membahas tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya 
sebagai penguasa yang konkret dalam ruang lingkup satu negara atau 




Agama tidak akan tegak tanpa adanya umat manusia yang 
memeluknya. Tidak tegaknya umat manusia kecuali dengan adanya 
seorang pemimpin. Menegakkan imamah merupakan salah satu 
kewajiban dalam agama. Karena, dengan adanya seorang pemimpin 
maka akan terbentuk persatuan satu sama lain. Selain itu adanya 
pemimpin dapat mewujudkan kemaslahatan umat dan dapat mencegah 
                                                             
104 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi  Doktrin  Politik Islam,  (Jakarta: 
Prenadia Group, 2014), h.2. 
105
A. Dzajuli. Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan  Umat dalam Rambu-rambu 
Syariah, (Jakarta: Pustaka Grafika, 2018) hlm 25. 
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dari adanya kerusakan. Adapun dalil yang menunjukkan adanya 
kewajiban seorang pemimpin terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 59 : 
  ٰۤ ٰۤ  ٰۤ ٰۤٰۤ ٰۤ ٰۤٰۤ ٰۤٰۤٰۤ
 ٰۤ  ٰۤٰۤ ٰۤ ٰۤٰۤٰۤ ٰۤٰۤ  ٰۤ ٰۤ ٰۤ
  ٰۤ  ٰۤٰۤٰۤ ٰۤ ٰۤ ٰۤٰٰٰۤۤۤ 
ٰۤ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 
kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, 
Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S an-Nisa 
ayat 59) 
 
Syarat dalam bermasyarakat dan bernegara adalah harus ada 
seorang pemimpin dan peraturan yang  ditaati. Tanpa adanya 
pemimpin dan peraturan, dapat terjadi  kekacauan di masyarakat dan  
kehancuran negara. Pengalaman dalam perang Uhud dapat menjadi 
contoh, kekalahan umat Islam disebabkan karena sebagian pasukan 
tidak patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh Rasullullah SAW. 
Oleh karena itu pentingnya taat kepada pemimpin atas perintahnya 
merupakan hal yang penting untuk tujuan bersama.
107
 
Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya Rasulullah mewajibkan 
ada tiga orang untuk mengangkat seorang pemimpin dari mereka, 
padahal ia merupakan perkumpulan kecil yang jumlahnya sedikit, dan 
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dalam kondisi yang sifatnya insidentil, yakni safar, ini merupakan 
standar bagi seluruh jenis perkumpulan (baik kecil maupun besar).
108
 
Membahas tentang masalah pemimpin, Menurut al-Mawardi, 
seorang pemimpin merupakan cerminan dan kunci kesejahteraan bagi 
masyarakat. Pemimpin yang disebut juga dengan Imamah atau 
khilafah direfleksikan dalam sebuah lembaga untuk menggantikan 
kenabian yang bertujuan melindungi agama serta mengatur kehidupan 
dunia. Berdasarkan ijma` ulama adanya pelembagaan imamah atau 
khilafah adalah fardu kifayah.
109
 
Dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang membuat segala 
hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan 
pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan 
kemaslahatan umat terletak pada pemegang kekuasaan bersifat 
mengikat. Oleh sebab itu, masyarakat wajib menaati perintah atau 
aturan-aturan yang berlaku dalam pemerintahan selama semua produk 
tersebut secara substansial tidak menentang dengan syariat, dan itu 




Partisipasi politik dalam konsep Islami adalah merupakan suatu 
pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai 
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dengan nilai-nilai Islami. Seperti dijelaskan Allah dalam surat An-
Nisa ayat 58 yang berbunyi: 
ٰۤٰۤٰۤ   ٰۤٰۤ ٰۤ   ٰۤٰۤ ٰۤ ٰۤ ٰۤ ٰۤ
 ٰۤٰۤٰۤ  ٰۤٰۤٰۤٰۤ  ٰۤ ٰۤ ٰۤٰۤٰۤٰۤ ٰۤ
  ٰۤ ٰۤٰٰٰۤۤۤ 
 
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S an-Nisa ayat 58) 
 
Kita dapat melihat bahwa ayat diatas menjelaskan Allah telah 
memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam 
kehidupan politik. Dengan demikian semua masyarakat yang 
berkepentingan harus berpartisipasi politik baik secara langsung atau 
melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju pemimpin yang 




B. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan Pustaka dilakukan agar penulis mengetahui hal-hal apa 
yang diteliti dan apa yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi 
penelitian yang sudah ada pada sebelumnya. Adapun hasil karya skripsi 
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dan karya ilmiah lainnya yang penulis temukan, terkait dengan 
pembahasan tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi 
Politik Santri Sebagai Pemilih Pemula” 
1. Rofik Anwar, skripsi yang berjudul “Partisipasi Politik Santri Pemilih 
Pemula di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Pilpres 2014”. Pada 
penelitian skripsi tersebut, secara kajian teori terdapat beberapa hal 
yang sama dengan skripsi ini. Persamaannya antara lain terletak pada 
subjek yang diteliti yaitu Santri, dan peristiwa yang diteliti yaitu pada 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hanya berbeda pada tahun 
pelaksanaannya. Dan hasil penelitian tersebut yaitu gambaran kondisi 
partisipasi politik santri di Pondok Pesantren Wahid Hasyim. Akan 
tetapi, perbedaan pada skripsi ini lebih mengerucut dalam membahas 
permasalahan partisipasi politiknya yaitu membahas hal-hal yang 
mempengaruhi partisipasi politiknya. 
2. Agus Muslim, karya Ilmiah yang berjudul “faktor-faktor yang 
mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di kecamatan Andir-
Jawa Barat”. Hasil penelitian dalam jurnal ini memfokuskan pada 
kondisi dan presentase jumlah pemilih di Kecamatan Andir pada 
pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2013.  
3. Sodikin,  jurnal Ahkam: Vol.XV NO I bulan Januari 2015 yang 
berjudul  “Pemilihaan umum menurut hukum islam”. Hasil jurnal ini 
mengemukakan bahwa dalam pandangan Islam, pemilu adalah salah 
satu cara, bukan satu-satunya cara (uslub) yang biasa digunakan untuk 
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memilih wakil rakyat atau pemimpin. Hal ini, meskipun hukum asal 
pemilu itu sebagai uslub adalah mubah (boleh), tetapi perlu diketahui 
bahwa pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan ketentuan syariah. 
Dalam pemilu legislatif, uslub itu digunakan untuk memilih wakil 
rakyat dengan tugas membuat undang-undang dan harus sesuai dengan 
ketentuan syariah, tidak berdasarkan suara mayoritas serta melakukan 
checks and balancies terhadap kekuasaan lainnya. Begitu juga dalam 
pemilihan kepala negara dan kepala daerah, uslub ini digunakan untuk 
memilih orang yang memenuhi syarat sebagai pemimpin. 
Selama proses pengumpulan bahan pustaka, belum ditemukan yang 
secara khusus mengkaji masalah faktor-faktor yang mempengaruhi 
partisipasi politik santri sebagai pemilih pemula. Adapun skripsi, jurnal 
ataupun beberapa opini pengamat politik atau berita-berita yang dimuat 
dalam surat kabar dan media sosial, hanyalah gambaran tentang pemilih 
pemula dalam pemilu secara umum dan tidak masuk pada faktor yang 
mempengaruhi mereka. Jika pun ada, subjek yang diteliti adalah pemilih 
pemula masyarakat umumnya, sedangkan subjek yang penulis teliti adalah 
santri. Tentu saja Santri pemilih pemula berbeda dengan masyarakat 
umumnya. Akan tetapi, dalam hal ini penulis telah mencoba untuk meneliti 





DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Penelitian 
1. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Roudlotus 
Sholihin 
Pondok pesantren Roudlotussholihin didirikan pada tahun 
1963 Masehi oleh K.H Nur Muhammad Busthomil Karim. Beliau 
adalah sosok kyai yang karismatik, beliau lahir pada tahun 1890 dan 
merupakan Mursyid Thoriqoh Qodiriyyah wa Naqsyabandiyah
112
 
lintas Jawa Sumatera. Simbah Busthom merupakan sosok ulama 
yang kerap hijrah dan membangun masjid ditempat 
persinggahannya, yang paling fundamental adalah Masjid al-
Muttaqien Purwosari yang menjadi cikal bakal Pondok Pesantren 
Roudlotussholihin. Seperti pesantren salaf pada umumnya, pesantren 
ini sangat kental dengan kajian kitab kuningnya yang menjadi 
rujukan dalam mengembangkan sistem pendidikan ala pesantren. 
Pada awal pendiriannya beliau Simbah Bustom, panggilannya, 
enggan membangun asrama untuk menampung para santrinya, 
semua santrinya yang mukim, tinggal dirumah beliau. Hingga beliau 
wafat kemudian diteruskan oleh putra beliau yakni K.H. Jamaluddin 
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Thoriqoh Qodiriyyah wa Naqsyabandiyyah adalah perpaduan dari dua tarekat besar, yaitu 
thariqhah qodiriyyah dan thoriqhah naqsyabandiyyah yang didirikan oleh syaikh Achmad Khotib 




HB. Bersama adiknya K.H. Miftahuddin HB dan KH. Ismail Hasan 
(suami ibu Nyai. Hj. Siti Asiyah HB), barulah asrama demi asrama 
dibangun. Setelah Abah Jamaluddin wafat, saat ini Pesantren 
Roudlotussholihin diasuh oleh K.H Miftahuddin HB bersama Gus  






2. Profil Pondok Pesantren Roudlotussholihin 
Pondok Pesantren Roudlotussholihin merupakan  pondok 
pesantren salafiyah dengan spesialisasi kajian nahwu-shorof.
115
 
Lokasi pesantren ini tepat di Jalan KH. Busthomil Karim Desa 
Purwosari Kec. Padangratu Kab. Lampung Tengah. Jumlah santri 
yang “mondok” di pesantren ini sebanyak 798 orang, diantaranya 
325 orang santri putra dan 473 santri putri. Santri di Pondok 
Pesantren Roudlotussholihin sebagian besar merupakan santri 
mukim yang aktivitas sehari-harinya dihabiskan dilingkungan 
Pondok Pesantren. Usia para santri yang menempuh pendidikan di 
Pondok Pesantren Roudlotussholihin berkisar antara usia 15-27 
tahun yang sebagian besar ada pada usia sekolah menengah pertama 
dan menegah atas. Adapun usia santri dewasa yang di atas 27 tahun 
adalah Santri pengurus pesantren. Para santri mayoritas berasal dari 
                                                             
113Ahlul Bait adalah keluarga 
114 Data diperoleh dari dokumen pendukung yang diberikan oleh Pengurus Pesantren 
Roudlotusshoilihin pada tanggal 22 Januari 2020. 
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Nahwu sorof. Nahwu adalah kaidah-kaidah Bahasa Arab untuk mengetahui bentuk kata 
dan keadaan-keadaannya ketika masih satu kata (mufrod) atau ketika sudah tersusun (murokkab). 
Termasuk didalamnya pembahasan sorof. Karena ilmu sorof bagian dari ilmu nahwu.   
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luar kota ataupun kabupaten bahkan ada yang berasal dari luar 
provinsi Lampung. Seperti, Jambi, Riau, Bengkulu, Mesuji, Liwa, 
Palembang, Tulang Bawang, Pringsewu, dan lain sebagainya.
116
 
Saat ini Pesantren Roudlotussholihin telah menjadi Yayasan 
Pendidikan Agama dengan lembaga dibawah naungannya antara 
lain: 
a. Madrasah Aliyah Roudlotul Huda (setara dengan Sekolah 
Menengah Atas) dengan program studi Ilmu Agama Islam 
(IAI) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan program studi 
Akutansi, Teknik Otomotif, dan Teknik Komputer dan 
Jaringan (TKJ)  
c. Madrasah Tsanawiyah Roudlotul Huda (setara dengan 
Sekolah Menengah Pertama) 
d. Madrasah Ibtidaiyyah Roudlotul Huda (setara dengan 
Sekolah Dasar) 
e. Roudlotul Athfal Roudlotul Huda (setara dengan Taman 
Kanak-kanak) 
f. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) 
Roudlotussholihin 
g. Madrasah Diniyyah  Roudlotussholihin. 
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Adapun sarana Pondok Pesantren Roudlotussholihin yaitu 
terdiri dari Masjid al-Muttaqien sebagai masjid utama di Pesantren. 
Pondok Pesantren Roudlotussholihin Gedung Asrama Putra dan 
Gedung Asrama Putri secara terpisah, dan memiliki masing-masing 
1 bangunan Kantor Administrasi. Sarana di Asrama putra memiliki 
49 kamar dengan kondisi baik, memiliki MCK berjumlah 21 pintu 
dengan 7 bangunan, memiliki 1 bangunan Auditorium (aula), 
memiliki ruang belajar sebanyak 10 bangunan, memiliki 1 bangunan 
koperasi, dan 1 dapur dengan kondisi yang baik. Sedangkan sarana 
di Asrama putri yaitu, memiliki 35 kamar, 1 ruang Mushola, 7 
bangunan MCK dengan jumlah 21 pintu, memiliki sebuah Gedung 
Auditorium (aula), memiliki 10 ruang belajar, sebuah koperasi, 1 
ruang kelas menjahit, 1 ruang kelas tahfidz, dan memiliki 1 
bangunan dapur dengan kondisi yang baik. Untuk sarana olahraga, 
Pesantren memanfaatkan lapangan di sekolah formal, karena jarak 
Pesantren dengan sekolah berdekatan. Kemudian sarana kesehatan di 
pesantren tidak tersedia. Akan tetapi, Pesantren menyediakan obat-
obatan dengan sakit ringan, dan vitamin. Jika ada Santri yang sakit 
dengan gejala berat, maka dilarikan ke klinik terdekat. Pondok 
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pukul 10.30 wib 
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Sistem pendidikan yang diterapkan di Pondok Pesantren 
Roudlotussholihin adalah sistem Salafiyah campuran dengan 
menggunakan metode Klasikal. Sedangkan, kitab kajian umum 
diberikan untuk menambah wawasan santri disamping kitab kajian 
pokok yang telah ada. Kitab kajian umum tersebut diberikan sesuai 
dengan jenjang tingkat pendidikan yang telah ditentukan. Kitab 
kajian tersebut tidak ditetapkan jenisnya, namun tergantung pada 
kebutuhan yang ada. Selain kegiatan pendidikan formal, Pondok 
Pesantren Roudlotussholihin memfasilitasi ekstrakurikuler yang 
disesuaikan dengan bakat dalam mengasah keterampilan santri 
seperti pelatihan  seni kaligrafi, seni membaca Al-qur‟an (qiro’ah), 
seni hadroh, pengembangan vokal, Seni bela diri, ketrampilan 
teknologi informasi dan kelas menjahit untuk santri putri.  Setiap 
bulan diadakan Khitobah Akbar, agenda ini bertujuan untuk 
membentuk kepercayaan diri santri dengan menampilkan bakat dan 




Tabel.1 Data Kitab Kajian Pokok Pondok Pesantren Roudlotussholihin 
NO  KAJIAN  JENIS KITAB KAJIAN 
 
 
 Isti`dad Wustho  ulya  
1 Nahwu Jurumiyyah  Al-Imrithy Alfiyah 
2 Shorof  Amtsilah Tashrif Q. Shorofiyyah Q. Shorofiyyah 
3 Fikih Mabadi Fikih dan 
Safinnatun Najah 
Taqrib Fathul Mu`in 
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4 Tajwid Hidayatus 
Shibyan 
Tuhfathul Athfal Jazariyah 
5 Adab  Alala Ahlaqul Banin Ta`limul 
Muta`alim 
6 Tauhid  Aqoid  M. Saniyyah A. Islamiyyah 
7 Hadis  Hadis 101 Arba`in Nawawi Bulughul 
Maram 
Sumber data dicatat pada bulan Januari  
Adapun peraturan-peraturan di Pondok Pesantren Roudlotussholihin yaitu : 
a. Selain jam formal, semua santri dilarang keluar dari area Pesantren 
kecuali mendapat izin dari pengurus. 
b. Dilarang membawa senjata tajam dan barang elektronik jenis apapun. 
c. Haram memiliki barang orang lain tanpa seizin pemiliknya. 
d. Dilarang menyalahgunakan izin. 
e. Dilarang melihat pertunjukan sejenis apapun kecuali yang diadakan 
oleh Pesantren. 
f. Dilarang berkuku Panjang, berkelahi dan membuat keributan. 
g. Dilarang memakai pakaian yang tidak mencerminkan Santri. 
h. Dilarang menggunakan fasilitas barang dan uang yang berlebihan. 
i. Dilarang bersuara keras dan membunyikan suara yang gaduh. 
j. Dilarang menginap di kamar atau asrama lain. 
 
Dari peraturan diatas dapat diketahui bahwa pesantren roudlotussholihin 
memiliki peraturan yang sangat ketat. Salah satu point aturannya bisa dilihat pada 
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3. Visi Misi, dan Tujuan Pesantren Roudlotussholihin 
a. Visi dan Misi Pesantren Roudlotussholihin 
Visi Pesantren Roudlotussholihin, yaitu: 
Mewujudkan Siswa/Siswi Roudlotussholihin "Sebagai Syuhada 
'Alan Naas" 
 
Yaitu menciptakan prestasi ukhrowi dan duniawi sebagai 
Rahmatullil 'Alamin, menciptakan manusia yang unggul (Khoiru 
Ummah) dalam prestasi Al-Haq, memiliki Alumni yang cinta kepada 
Allah Swt (Mahabbah Lillah), memiliki sarana prasarana 
pengembangan diri, memiliki kebersamaan kompetisi dalam 
ketrampilan yang dilandasi kasih sayang pada akhirnya menjadi pilihan 
masyarakat sebagai Uswatun Hasanah. 
Misi Pesantren Roudlotussholihin, yaitu: 
1) Menciptakan santri yang berakhlakul karimah dan unggul (Khoirul 
Ummah) dalam prestasi Al-Haq'. 
2) Menciptakan lingkungan pendidikan yang memiliki kasih sayang 
dengan orang lain. 
3) Mewujudkan pondok pesantren sebagai pilihan masyarakat. 
4) Meningkatkan alumni yang cinta kepada Allah (Mahabbah Lillah) 
dan siap berkompetisi dalam keterampilan. 
5) Mengoptimalkan sarana prasarana pengembangan diri. 
6) Meningkatkan nilai dalam kebersamaan kepada setiap santri, 
ustadz, karyawan dan masyarakat 
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b. Tujuan Pesantren Roudlotussholihin 
 Pondok Pesantren adalah pusat kegiatan keagamaan dan 
berkembang ditengah masyarakat Indonesia sehingga pengaruh pesantren 
terhadap watak keislaman dan penyebaran agama Islam dirasa sangat 
perlu dan dominan dengan peran sertanya dalam rangka Pembangunan 
Nasional di Indonesia.  
 Pendidikan keilmuan keagamaan dan kemasyarakatan tersebut 
dimaksudkan untuk membekali kehidupan para santri dan meningkatkan 
cakrawala berfikir secara  kritis, kreatif, progresif, humanis serta 
produktif, agar mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
berjiwa penuh dengan pengabdian serta memiliki rasa tanggung jawab 
terhadap masadepan bangsa dan negara Indonesia sesuai dengan 
kebutuhan Pembangunan Nasional yaitu mencetak masyarakat yang 
ilmiah, berbudaya, bermoral Pancasila dan berkepribadian Islam yang 
berahlakul karimah. 
4. Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Roudlotussholihin 
 
Tabel.2 Struktur Kepengurusan Santri Putra Pondok 
Pesantren Roudlotussholihin 
 
Sesepuh Yayasan KH. Miftahudin Al-Busthomi 
Pengasuh Gus. Ahmad Rofiqi Hjb 
Penasehat  1. Gus. Tajali 
  2. Gus. Hi Nasrulloh 
Ro’isul Ma’had Gus. Badrul Munir 
Wakil Ro’is Ngibadurrahman 
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Sekretaris Tandes Diansyah Prayoga 
Bendahara M. Hasanudin 
Ketua Bidang      
Keamanan May Surahman 
Kebersihan Abdussalam 
Pendidikan M. Ali Ma‟sum 
Kesehatan Igo Aris Triadi 
Koperasi M. Jefri 
Jama’ah A. Muaris 
Penerangan Andi Ma‟ruf 
Karyawan Hasan Bisri Zamzai 
Perairan M. Arif Shodikin 
Sumber data dicatat pada bulan Januari 2020 
*masa jabatan 2019/2020 
 
Tabel.3 Struktur Kepengurusan Santri Putri Pondok 
Pesantren Roudlotussholihin 
 
Sesepuh Yayasan KH. Miftahudin Al-Busthomi 
Pengasuh Gus. Ahmad Rofiqi HJB 
Penasehat 1. Gus. Tajali 
 2. Gus. Hi Nasrulloh 
Roisatul Ma’had Ustz. Khotimatussa‟adah 
Wakil Rois Hidayatus Sholihah 
Sekretaris Umi Hafidah 
Bendahara Syaqilah 
Ketua Bidang      
Pendidikan Anis Nur Kesi 
Keamanan Irma Erlisa 
Kebersihan Eka Tri Sawitri 
Kesehatan Siti Khuzaimah 
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Koperasi Munah Ukhtu Fiana 
Humas Dewi Lestari 
Sumber data dicatat pada bulan Januari 2020 
*masa jabatan 2019/2020 
 
 
B. Pandangan Santri Pemilih Pemula Terhadap Pemilu  
1. Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Menurut Pandangan 
Santri Pemilih Pemula 
Pelaksanaan Pemilu menjadi tolak ukur demokratisasi sebuah 
negara. Tolak ukur yang dimaksud adalah dalam hal kualitas 
penyelenggaraan Pemilu tersebut, yaitu tingkat kebebasan, keadilan, 
kerahasiaan, dan lain sebagainya. Tidak hanya masyarakat pada 
umumnya, sebagai warga negara Santri juga memiliki hak untuk 
mengikuti Pemilu dan berpendapat mengenai pelaksanaan Pemilu. Panji 
Kisworo adalah salah seorang Santri di Pondok Pesantren 
Roudlotussholihin yang berpendapat bahwa penerapan pemilu harus 
sesuai dengan asas-asas pemilu, yaitu Pemilu yang memberikan 
kebebasan kepada setiap pemilih untuk memberikan suaranya kepada 




Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa pemilu yang 
berkualitas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan sisi hasil. 
Apabila dilihat dari sisi proses Pemilu dapat dikatakan berkualitas jika 
Pemilu berangsung secara demokratis, jujur, adil, aman, dan tertib. 
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Sedangkan, dilihat dari sisi hasil, Pemilu dapat dikatakan berkualitas 
jika Pemilu tersebut dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat, dan 
pemimpin negara yang mampu mewujudkan cita-cita nasional, 
sebagaimana tercantum pada UUD Negara Republik Indonesia 1945. 
2. Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Menurut 
Pandangan Santri Pemilih Pemula 
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan guna 
mendukung calon pemimpin yang diharapkan mampu memimpin 
Negara Indonesia dengan tegas, adil, dan amanah dengan tugas-
tugasnya sebagai pemimpin. Seperti pendapat Fatia Hasna Azizah, 
seorang santri yang mengharapkan tipe ideal seorang pemimpin dan 




Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara lansung  
dengan suara terbanyak yang diberikan oleh rakyat Indonesia dengan 
harapan mampu memimpin Negara Indonesia dengan tegas, adil, dan 
amanah dengan tugas-tugasnya sebagai pemimpin. 
3. Partisipasi Politik Menurut Pandangan Santri Sebagai Pemilih 
Pemula 
Pemilihan umum merupakan bentuk dari partisipasi politik, pada 
tahun 2019  yang dilakukan secara serentak dengan kurun waktu lima 
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tahun sekali, sehingga masyarakat sangat antusias menyambut pesta 
demokrasi tersebut. Seperti halnya dengan para Santri 
Roudlotussholihin, di tengah-tengah padatnya jadwal kegiatan, dengan 
hasil kebijakan para ustadz/ustadzahnya, para santri yang sudah  
memenuhi kriteria berdasarkan UUD 1945 diizinkan untuk memberikan 
suara mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat Pondok  
bukan dikampung halamannya, dengan syarat setelah  mencoblos di 
TPS harus langsung kembali ke Asrama masing-masing, hal tersebut 
sebagai bentuk dukungan Pondok Pesantren terhadap partisipasi para 
Santri. Hal tersebut adalah pendapat dari Mbak Hidayatus Sholihah 
selaku Pengurus Santri putri Roudlotussholihin yang menjabat sebagai 
Wakil Ro`is Santri Putri Roudlotussholihin.
122
 
Dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik Santri pemilih 
pemula perlu mendapatkan dukungan dari orang-orang lingkungan 
sekitarnya, dengan cara memberikan waktu kepada pemilih untuk 
memberikan suara di TPS. Hal ini dikarenakan, Santri adalah warga 
negara yang berhak untuk berpartisipasi dalam menentukan 
pemimpinnya. 
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri 
Pemilih Pemula 
Kondisi kehidupan para Santri yang berbeda dengan masyarakat 
pada umumnya, dapat dilihat dari kedekatan Santri dengan para kyai. 
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Relasi antara santri dengan kyainya tentu sangatlah erat, hal tersebut 
akan mempengaruhi partisipasi para Santri. Santri terkenal dengan patuh 
terhadap “dawuh e poro kyai”
123
. Hal ini diungkapkan oleh Tandes 
Diansyah Prayoga selaku Sekertaris Putra di Pondok Pesantren 
Roudlotussholihin, dia mengatakan bahwa Para Santri memang 
diajarkan untuk selalu tunduk dengan ucapan Kyai dan hormat kepada 
para Kyai nya, dengan tujuan mengharapkan barokah dari para Kyai.  
Maka dari itu, ketika Kyai memilih salah satu kandidat, tentu santri ikut 
memilih kandidat yang dipilih oleh Kyai. Meskipun demikian, para Kyai 
tidak memaksa kehendak santri yang memiliki pilihannya sendiri.
124
 
Sedangkan pendapat lain dari Hidayatus Sholihah selaku Wakil 
Ro`is Pondok Pesantren Roudlotussholihiin Santri Putri yang 
menyatakan bahwa para Kyai hanya berpesan bahwa Sebagai regenerasi 
pemuda milenial, santri adalah panutan bangsa yang dapat dilihat dari 
segi syari‟at islamnya. Cintailah negara kita sendiri, dan perlu 
diingatkan kembali dengan “Hubbul wathan minal iman” nasionalisme 
sebagian dari iman. Agar selalu sadar pentingnya cinta tanah air dan 
tidak lupa akan kesadaran sebagai satu bangsa. Masalah keinginan 
memilih siapa, para Kyai tidak memaksa para Santri untuk mengikuti 
pilihannya, karena sudah menjadi hak pribadi masing-masing”.
125
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Dari kedua pendapat diatas dapat diketahui bahwa adanya 
perangsang politik, maka orang tersebut mau berpartisipasi dalam 
kehidupan politik. Nur Aida, Santri Putri berumur 19 tahun yang 
menjadi salah satu contoh Santri putri yang berpartisipasi pada pemilu 
karena mengingat pesan Kyai bahwa pemilu itu penting dan sebagai 
bentuk cinta terhadap tanah air.
126
 
Akan tetapi, sebelumnya juga menyebutkan bahwa para Kyai 
tidak memaksa kehendak Santri yang memiliki pilihannya sendiri. 
Artinya, terdapat faktor pengetahuan yang mempengaruhi Santri, 
sehingga Santri memiliki pendapatnya sendiri. Seperti halnya Panji 
Kisworo, Santri Putra 20 Tahun mengemukakan pendapatnya bahwa 
dirinya memiliki hak suara, dan menolak untuk diam dalam hal pemilu. 
Dan berpendapat bahwa mengikuti pemilu merupakan bukti nyata 
sebagai Santri harus dapat bermasyarakat dengan baik ketika sudah 
berada di luar Pesantren. Hal tersebut yang menjadi alasan dirinya 
untuk berpartisipasi pada pemilu.”
127
 
Bagi pemilih pemula yang masih berstatus pelajar Pendidikan 
politik didapatkan melalui sekolah yaitu dengan mata pelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan politik merupakan metode 
sosialisasi politik. Terlebih lagi Pesantren Roudlotussholihin 
merupakan Pesantren Salafiyyah, materi yang diajarkan pun berbasis 
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kitab kuning, tentu tidak memfokuskan pada materi politik. Meskipun 
demikian, pendidikan politik di Pesantren Roudlotussholihin tetap 
diselipkan walaupun hanya sekilas. Pendidikan politik para Santri 
didapatkan di sekolah formal dalam mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan. 
Biasanya, sosialisasi politik juga dilakukan oleh pihak 
penyelenggara pemilu menjelang pemilihan umum berlangsung, di Pondok 
Pesantren Roudlotussholihin sosialisasi politik tidak disampaikan langsung 
kepada para santri, hanya disampaikan melalui mulut ke mulut atau face to 
face dan diterima oleh pemuka agama (Kyai Pesantren), 
ustadz/ustadzahnya, kemudian ustadz/ustadzahnya menyampaikan kepada 
pengurus pesantren, yang kemudian pengurus pesantren menyampaikan 
kepada para santri. Hal tersebut disebabkan oleh jadwal santri yang padat 
dan peraturan-peraturan pesantren yang sangat ketat sehingga tidak dapat 
bersosialisasi secara langsung kepada santri. Begitu pun yang dikatakan 
oleh Tandes Diansyah Prayoga selaku salah satu dari pengurus santri putra 
dengan jabatan Sekertaris Santri Putra Roudlotussholihin.
128
 
Pentingnya peran para pendidik di Pesantren dan guru-guru di 
sekolah formalnya menentukan pola pikir dan kesadaran politik Santri 
pemilih pemula yang masih dalam bimbingan. Hal tersebut dipengaruhi 
oleh tinggi dan rendahnya pemahaman terhadap pendidikan politik 
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maupun sosialisasi politik Santri, sehingga kesadaran politik inilah yang 
mempengaruhi partisipasi politik. 
Bagi Santri pemilih pemula yang tidak berpartisipasi dan menarik 
diri dari proses politik, disebabkan tingkat pemahaman yang rendah. 
Seperti halnya dengan Fikri, Santri pemilih pemula 18 tahun yang lebih 
memilih untuk tidak berpartisipasi pada pemilu karena beranggapan bahwa 
peserta yang hadir pada pemilu adalah mereka yang sudah mengetahui 
biografi, visi dan misi dari masing-masing calon.
129
 Sedangkan diketahui 
bahwa di Pesantren Roudlotussholihin minimnya fasilitas media elektronik 
sehingga minim pula informasi mengenai calon Presiden dan Wakil 
Presiden. 
Pondok Pesantren Roudlotussholihin memiliki Santri dengan 
berbagai daerah asal yang berbeda-beda. Dari hasil kebijakan pengurus 
Pesantren, bagi pemilih yang berdomisili diluar kabupaten ataupun 
provinsi tentu tidak diberi izin untuk pulang ke domisili nya, kecuali 
dengan jarak tempuh 1 hingga 2 jam. Hal ini disebabkan padatnya kegiatan 
sehari-hari Santri yang tidak memberikan peluang waktu yang banyak agar 
Santri bisa berpartisipasi di TPS yang berjarak jauh. Hal tersebut didukung 
oleh pendapat dari Hidayatus Solihah, Sekertaris Santri Putri, bahwa Santri 
yang berdomisili Jauh tidak diizinkan untuk pulang kampung, karena 
kegiatan di Pesantren tidak diliburkan. Kecuali bagi yang bisa ditempuh 1 
sampai 2 jam boleh pulang, dan langsung kembali ke Pesantren. Di 
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Pesantren terdapat kebijakan adanya program agar menjadi peserta pemilih 
di sekitar komplek Pesantren. Akan tetapi, untuk mengurus hal tersebut 
dikembalikan kepada individu Santri. Bagi Santri yang malas berarti tidak 
dapat mengikuti Pemilu tersebut. Hal ini diajarkan untuk menjadi pribadi 




Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa Pesantren 
Roudlotussholihin sebenarnya mendukung terhadap partisipasi Santri nya, 
hanya saja kembali kepada pribadi Santri itu masing-masing. Hal ini 
dididik agar Santri memahami arti disiplin dan tanggungjawab sebagai 
Santri juga sebagai warga negara Indonesia.  
Adapun Fatia adalah Santri Putri asal Jambi yang tidak mengikuti 
pemilu dengan alasan tidak adanya biaya untuk kembali ke domisili asal 
dan menganggap bahwa sangat merepotkan untuk mengurus prosedur 
pendaftaran diri sebagai peserta pemilu. Dan berpendapat bahwa tidak 




Hal tersebut merupakan salah satu contoh adanya faktor lainnya dari 
individu Santri seperti jauhnya TPS (Tempat Pemungutan Suara) atau 
tidak terjangkau, tidak ada biaya untuk pulang ke domisili asal, dan faktor 
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yang terdapat didalam diri Santri masing-masing, seperti sifat malas atau 
tidak ingin hal yang merepotkan. 
Memiliki rasa ingin tahu, mencoba, dan berpartisipasi dalam pemilu, 
mekipun terkadang dengan berbagai latarbelakang yang rasional atau 
semu, Santri pemilih pemula selalu bertanya-tanya kepada pemilih senior 
bagaimana tata cara mencoblos dalam pada pemilu. Nur fadil, Santri Putra 
Pesantren Roudlotussholihin mengatakan bahwa Pemilu 2019 merupakan 
pengalaman pertama dan membuat dirinya betanya kepada kakak 
seniornya bagaimana cara mencoblos pada saat di bilik pemungutan 
suara.
132
 Hal ini merupakan gambaran Santri yang antusias pada pemilu 
dikarenakan baru saja menjadi pemilih pemula. 
5. Pendapat Santri Pemilih Pemula Mengenai Keikutsertaan Dalam 
Pemilu Di Komplek Pesantren 
Santri pemilih pemula Pesantren Roudlotussholihin sebagai salah 
satu komponen masyarakat yang baru pertama kali memiliki dan akan 
menggunakan hak pilih, tentunya memiliki pandangan sendiri terhadap 
pemilu 2019. Meskipun dididik dalam sekolah berbasis Pesantren, karena 
latar belakang pengetahuan dan sosial yang tidak sama dimungkinkan pula 
memiliki pandangan berbeda. Seperti Panji Kisworo, Santri putra 
Roudlotussholihin berpendapat bahwa berpartisipasi pada pemilu 
sangatlah penting, menandakan bahwa mendukung Negara Indonesia 
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menjadi lebih baik lagi. Tidak hadir pada pemilu, maka adanya resiko mau 
tidak mau menerima kebijakan pemimpin yang menang nantinya.
133
 
Rasa partisipasi yang tinggi mendorong mereka menganggap suatu 
keharusan dalam memberikan suara pada pemilu. Seperti pendapat Roro 
yang kini duduk dikelas dua `ulya diniyyah, bahwa memilih  adalah suatu 
hak warga negara ketika syaratnya sudah tepenuhi, maka sangat diyangkan 
bila tidak digunakan hak pilih tersebut, dan memilih meupakan hal 




Memiliki rasa ingin tahu, mencoba, dan berpartisipasi dalam pemilu. 
Dikarenakan bagi Santri pemilih pemula, pemilu 2019 merupakan 
pengalaman pertama sehingga membuat perasaan senang dapat 
berpartisipasi pada pemilu. Nur fadil, Santri putra mengaku sangat senang 
dapat berpartisipasi pada pemilu 2019, terlebih lagi setelah menerima 
undangan dari petugas penyelenggara Pemilu.
135
 
Begitupun yang dirasakan oleh Nur Aida, Santriwati 
Roudlotussholihin yang juga berstatus sebagai pemilih pemula, 
mengatakan dirinya Senang sekali, karena bagi dirinya, bisa mengikuti 
pesan Kyai adalah suatu pencapaian tersendiri bagi dirinya.
136
 
                                                             
133 Wawancara dengan Panji Kisworo, Santri Putra Pesantren Roudlotussholihin pada hari 
Rabu tanggal 22 Januari  2020 pukul 14.35 wib. 
134 Wawancara dengan Roro, Santri Putri Pesantren Roudlotussholihin pada tanggal 22 
Januari  2020 pukul 12.30 wib. 
135 Wawancara dengan Nur Fadil, Santri Putra Pesantren Roudlotussholihin pada tanggal 22 
Januari  2020 pukul 13.35 wib. 
136
 Wawancara dengan Nur Aida, Santri Putri Pesantren Roudlotussholihin pada hari Rabu tanggal 
22 Januari  2020 pukul 13.10 wib. 
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 Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi kalangan 
pemilih pemula yang antusias untuk memilih karena merupakan pemilu 






A. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi  Politik Santri 
Pesantren Roudlotussholihin Sebagai Pemilih Pemula Pada 
Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 
 
Adapun data yang diperoleh dari hasil uraian penelitian pada bab 
sebelumnya, diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik 
santri pemilih pemula, yaitu: 
a. Adanya rangsangan politik, yaitu Santri mengikuti pesan-pesan 
Kyai dikarenakan adanya relasi antara Kyai dan Santri. 
Pentingnya peran Kyai, para senior/pengurus dan guru-guru di 
sekolah formalnya dalam menyikapi pola pikir dan kesadaran politik 
Santri pemilih pemula yang masih dalam bimbingan, disebabkan 
masih ada sebagian Santri pemilih pemula yang tidak berpartisipasi 
pada pemilu. Selain sebagai guru, Kiai sendiri dianggap sebagai 
pengganti orang tua oleh para santri selama mengemban proses belajar 
di Pondok Pesantren. 
Hal tersebut menunjukkan adanya relasi antara santri dengan 
kyainya yang sangat erat, santri Roudlotussholihin terkenal dengan 
patuh terhadap “dawuh e poro kyai”
137
 dengan tujuan mengharapkan 
barokah kyai. Artinya sikap kaum santri akan dipengaruhi oleh petuah 
dari Kyai-kyai, dan bila para Kyai meminta santrinya untuk 
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berpartisipasi pada pemilihan umum, maka hal itu dilakukan oleh 
para santri, dan tindakan tersebut dapat dijelaskan dengan 
menggunakan pendekatan psikologis.  
Seperti yang dirumuskan oleh Leo Agustino bahwa pola 
kepemimpinan, merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi 
politik seseorang dengan melalui pendekatan psikologis, biasanya 
sikap pemilih khususnya masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh 
peran pemimpin non-formal, seperti kyai-kyai atau keturunan darah 
biru  daerah dan lain sebagainya.” Artinya, Pendekatan psikologis, 
menjelaskan bahwa  partisipasi menitikberatkan pada kedekatan 
seseorang terhadap calon presiden, karena kedekatannya dengan 
agama yang dianut, atau  juga  pekerjaan orang tua dan lain 
sebagainya. 
Jika dikaitkan dengan teori dari Milbarth dikutip dalam buku 
Pengantar Sosiologi Politik karya Rafael Maran, penerimaan 
perangsang politik merupakan faktor pendukung partisipasi politik 
pemilih pemula, dijelaskan bahwa semakin peka atau terbuka 
seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak pribadi atau 
organisasi atau media masaa semakin, semakin besar juga seseorang 
untuk berpartisipasi. 
Dari uraian diatas diketahui bahwa adanya relasi antara Kyai 
dengan Santri di Pondok Pesantren Roudlotusssholihin dapat 
dikatakan membawa dampak positif bagi para Santri yaitu para Santri 
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mengikuti petuah-petuah dari Kyai untuk mencintai tanah air dengan 
berpartisipasi pada pelaksanaan pemilu. 
b. Adanya faktor Pendidikan dan pemahaman individu Santri yang 
berbeda-beda mengenai partisipasi politik.  
 
Sesuai  dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2008 dalam Pasal 
1 ayat 22  pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang telah 
genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, 
kemudian Pasal 19 ayat 1 dan 2 UU NO 10 Tahun 2008 menerangkan 
bahwa pemilih yang mempunyai hak pilih adalah warga Negara 
Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar 
pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 
tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. 
Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau 
pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi segmen yang 
memang unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme 
tinggi, relatif lebih rasional, dan tipis akan pragmatisme
138
. Disebut 
sebagai pemilih pemula dikarenakan belum mempunyai pengalaman 
memilih dalam pemilu dan perlu mengetahui serta memahami 
berbagai hal terkait dengan pemilu. Seperti, untuk apa pemilu 
diselenggarakan, apa saja tahapan pemilu, siapa saja yang boleh ikut 
                                                             
138
Pragmatisme berasal dari bahasa yunani yang berarti tindakan. Pragmatisme adalah filsafat 
yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan 
dari kehidupan nyata. (dikutip dari: https//www.slideshare.net/mobile/chikoys/filsafat-
pragmatisme-dalam-pendidikan diakses pada tanggal 10 januari 2020)   
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serta dalam pemilu, bagaimana dampak jika tidak ikut pemilu dan lain 
sebagainya. 
Untuk mengetahui serta memahami berbagai hal terkait dengan 
politik dan pemilu, diperlukannya pembelajaran politik pada pemilih 
pemula yaitu agar sebagai pemilih pemula dapat memiliki pemahaman 
secara mendasar mengenai politik melalui sarana pendidikan 
kewarganegaraan sebagai pendidikan politik. Selain itu, untuk 
mengubah dan membentuk tata perilaku seseorang agar sesuai dengan 
tujuan politik yang dapat menjadikan setiap individu sebagai 
partisipan politik yang bertanggung jawab. 
Akan tetapi berdasarkan pengamatan di Pondok Pesantren 
Roudlotussholihin, pendidikan politik yang didapat oleh Santri hanya 
melalui pelajaran di sekolah formal, dan kegiatan para Santri 
Pesantren Roudlotussholihin mendominankan materi keagamaan dan 
kegiatan mengaji. Artinya, bahwa sudah merupakan hal wajar apabila 
para Santri hanya mendapatkan pembelajaran politik di sekolah 
formalnya saja dikarenakan sistem pendidikan yang diterapkan di 
Pondok Pesantren Roudlotussholihin adalah sistem salafiyah 
campuran dengan menggunakan metode klasikal.  
Hal ini menyebabkan para Santri sulit menggali pengetahuan-
pengetahuan lain selain yang telah tercantum dalam kurikulum 
Pesantren. Pendidikan politik yang didapatkan di sekolah formal 
diperlukannya keaktifan dan kesadaran para Santri sebagai pemilih 
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pemula untuk mempelajari materi pendidikan politik di waktu luang 
Santri saat berada di Pesantren. Karena pendidikan politik merupakan 
faktor pendukung bagi Santri pemilih pemula secara internal terhadap 
partisipasi pada pemilu, maka dari itu pentingnya kesadaran individu 
Santri untuk mempelajari dan memahami pendidikan politik dan 
kewarganegaraan sebagai pengetahuan dasar dalam bernegara. 
Tingkat pemahaman Santri pemilih pemula terhadap pendidikan 
politik juga mempengaruhi partisipasi Santri pada pemilu. Menurut 
Milbrath, dikutip dalam buku Pengantar Sosiologi Politik karya Rafael 
Maran, pendidikan politik merupakan bagian dari faktor 
pendukung yang bersifat intrernal bagi suatu kelompok atau 
individu yang melaksanakan partisipasi politik. Jadi, dapat 
dipahami bahwa semakin tingginya pemahaman terhadap kehidupan 
politik dan bernegara, semakin tinggi pula sikap rasa partisipasi 
terhadap pemilu dan bernegara. Begitu pun sebaliknya, sikap rasa 
acuh tak acuh dipengaruhi oleh pemahaman yang rendah terhadap 
politik. 
Berdasarkan uraian diatas yang mempengaruhi partisipasi 
politik Santri pemilih pemula di Pondok Pesantren Roudlotussholihin 
pada pelaksanaan pemilu 2019 yaitu adanya tingkat pemahaman yang 
dimiliki Santri pemilih pemula Pesantren Roudlotussholihin berasal 
dari pengetahuan yang dimiliki masing-masing individu Santri, 
sehingga terlihat pula perbedaan karakteristik individu Santri pemilih 
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pemula. Seharusnya, para Santri pemilih pemula yang belum 
memahami arti dari partisipasi politik beserta dampaknya, 
memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin untuk mempelajari 
pendidikan politik yang telah diajarkan di sekolahnya. Karena para 
Santri yang rajin mempelajari kemudian memahami arti dari 
partisipasi politik, akan membentuk sikap kesadaran untuk 
berpartisipasi pada pemilu.  
c. Sikap ingin mencoba dan rasa penasaran serta ingin tahu santri 
pemilih pemula pada pelaksanaan pemilu. 
 
Santri Pesantren Roudlotussholihin sebagai pemilih pemula 
memiliki rasa ingin tahu, mencoba, dan berpartisipasi dalam pemilu, 
meskipun terkadang dengan berbagai latarbelakang yang rasional atau 
semu, Santri pemilih pemula selalu bertanya-tanya kepada pemilih 
senior bagaimana tata cara mencoblos dalam memberikan suara pada 
pemilu. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Santri Pondok 
Pesantren Roudlotussholihin sebagai pemilih pemula belum memiliki 
pengalaman ikut serta pada pemilihan umum. Sehingga berbagai 
pertanyaan mengenai pemilu muncul dan segera bertanya kepada para 
seniornya. Sebagai pemilih pemula hal tersebut mendukung rasa 
partisipasi dan ingin mencoba berpartisipasi pada pelaksanaan Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden. 
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Kesimpulan dari uraian diatas yaitu adanya lingkungan politik 
yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi 
dalam pemilu sehingga terbentuk sikap rasa ingin mencoba, rasa 
ingin tahu dan rasa penasaran yang membuat Santri pemilih pemula 
menjadi antusias mengikuti pemilu 2019. Berdasarkan dengan teori 
dari Milbarth,  hal tersebut merupakan salah satu faktor pendukung 
partisipasi politik pemilih pemula. Karena lingkungan politik yang 
kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam 
kehidupan politik. 
d. Faktor lainnya yang terdapat pada diri masing-masing Santri 
Faktor lainnya yang dimasud seperti domisili Santri berada 
diluar kabupaten ataupun diluar provinsi membuat TPS tidak 
terjangkau, hal tersebut tentu saja membutuhkan waktu luang dan 
biaya yang banyak. Dan sifat rajin ataupun sifat malas untuk 
berpartisipasi dan mempelajari dan memahami tentang politik dan 
partisipasi politik.  
Berdasarkan hasil observasi bahwa Pondok Pesantren 
Roudlotussholihin memiliki Santri dengan berbagai daerah asal yang 
berbeda-beda. Mayoritas Santri berasal dari domisili yang berada 
diluar kabupaten ataupun berada diluar provinsi Lampung. Maka dari 
itu, Santri di Pondok Pesantren Roudlotussholihin sebagian besar 
merupakan Santri mukim yang aktivitas sehari-harinya di Pondok 
Pesantren. Bagi Santri yang berdomisili diluar kabupaten ataupun 
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diluar provinsi Lampung membutuhkan waktu luang dan biaya yang 
banyak. Dikarenakan untuk menjangkau TPS (Tempat Pemungutan 
Suara) sesuai dengan domisili masing-masing Santri. Artinya, 
meskipun perjalanan tempuh tidak lebih dari 2 jam perjalanan akan 
tetapi tidak memiliki biaya transportasi  untuk pulang, maka Santri 
tersebut tetap tinggal di Pesantren. 
Mengenai masalah Santri yang berdomisili diluar kabupaten 
atau diluar provinsi Lampung, para pengurus Pondok Pesantren 
Roudlutussholihin, memberikan kebijakan Pesantren yang berupa 
perizinan pulang ke domisili asal para Santri untuk mengikuti pemilu. 
Perizinan pulang tersebut diberi batas tempuh 1 jam hingga 2 jam 
perjalanan. Bagi Santri yang domisili asalnya melebihi batas tempuh 
tersebut tidak diperbolehkan pulang, tetapi bisa menjadi pemilih di 
daerah Pesantren. Akan tetapi, itu hanya berupa mekanisme pemilihan 
saja, pihak Pesantren mengembalikan kembali kepada masing-masing 
Santri, apakah ingin melakukan pemilihan di Pesantren atau tidak 
sama sekali. 
Dari uraian diatas menunjukkan bahwa apabila Santri pemilih 
pemula ingin berpartisipasi pada pemilu maka pengurus Pesantren 
mempersilahkan untuk mengurus kepada pihak penyelenggara pemilu. 
Dan apabila Santri memilih untuk tidak sama sekali, atau memilih 
tidak berpartisipasi pada pemilu. Artinya, tidak ada kaitannya 
pengurus Pesantren dengan Pemilu, juga menunjukkan bahwa 
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ketegasan pihak Pesantren dalam memberikan kebijakan kepada para 
Santri mendidik agar Santri memahami arti disiplin dan 
tanggungjawab sebagai Santri sekaligus sebagai warga negara 
Indonesia. 
Secara garis besar berdasarkan uraian diatas, adanya faktor internal 
lainnya yang terdapat pada diri Santri yang mempengaruhi partisipasi 
politik Santri pemilih pemula di Pondok Pesantren Roudlotussholihin pada 
pelaksanaan pemilu 2019.  
Para Santri pemilih pemula yang merasa malas berpartisipasi pada 
pemilu biasanya lebih memilih untuk melakukan kegiatan yang lebih 
menyenangkan diluar kegiatan pemilu. Dikarenakan pemilih pemula 
merupakan pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun, usia tersebut 
merupakan usia labil yang terkadang disertai perasaan malas atau perasaan 
senang saat melakukan aktivitasnya.  
Sedangkan para Santri pemilih pemula yang sangat antusias yaitu 
ketika mendapatkan undangan sebagai peserta pemilih, maka akan 
merasakan senang karena akhirnya dapat mengikuti pemilu. Hal tersebut 
mendorong rasa partisipasi yang tinggi sehingga mereka menganggap 
suatu keharusan dalam memberikan suara pada pemilu 2019. Karena 
merupakan pengalaman pertama kali memiliki dan akan menggunakan hak 
pilih dan memiliki pandangan sendiri terhadap pemilu di Indonesia, 
khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.  
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Jadi, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-
faktor yang mempengaruhi partisipasi politik santri pesantren 
roudlotussholihin sebagai pemilih pemula pada pelaksanaan pemilihan 
presiden dan wakil presiden adalah sebagai berikut : 
1. Adanya tingkat pemahaman yang dimiliki Santri pemilih pemula 
Pesantren Roudlotussholihin berasal dari pengetahuan yang dimiliki 
masing-masing individu Santri, sehingga terlihat pula perbedaan 
karakteristik individu Santri pemilih pemula. 
2. Adanya perangsang berupa pesan-pesan Kyai yang mendukung 
Santri pemilih pemula untuk berpartisipasi pada  pemilu. 
3. Adanya lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan 
senang hati berpartisipasi dalam pemilu sehingga terbentuk sikap 
rasa ingin mencoba, rasa ingin tahu dan rasa penasaran yang 
membuat Santri pemilih pemula menjadi antusias mengikuti pemilu. 
4. Adanya faktor internal lainnya yang terdapat pada diri Santri, Seperti  
tidak adanya biaya untuk pulang ke domisili asal dan rasa malas 
untuk berpartisipasi pada pemilu. 
 
B. Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Faktor-faktor Yang 
Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri Pesantren Roudlotussholihin 
Sebagai Pemilih Pemula Pada Pelaksanaan Pemilihan Presiden Dan 
Wakil Presiden 
 
Salah satu cabang ilmu fikih siyasah yang mengkaji tentang negara 
dan perundang-undangan yaitu fikih siyasah dusturiyah. Fikih siyasah 
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dusturiyah merupakan kajian yang membahas tentang masyarakat, status, 
serta hak-hak dan kewajiban warga negara, pengaturan dan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan pada prinsip-prinsip agama yang 
bertujuan untuk dapat merealisasikan kemaslahatan manusia. Selain itu 
permasalahan yang dibahas dalam fikih siyasah dusturiyah adalah 
hubungan antara pemerintah (pemimpin) dengan rakyat atau warga Negara 




Setiap orang wajib mengikuti perintah Allah SWT dan Rasul-Nya dan 
pemimpin diantara mereka. Firman Allah SWT. dalam Q.S An-Nisa ayat 
59 : 
ٰۤ




اَْحَسُنٰۤتَأْوِٰۤ ْيالوَّ  
Artinya : 
“wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika 
kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.“ (Q.S an-Nisa ayat 
59) 
 
Berkenaan dengan partisipasi politik termasuk taat kepada 
pemimpin, karena itu merupakan perintah dari pemimpin untuk 
menyalurkan hak suara guna memilih pemimpin ataupun perwakilannya. 
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A. Dzajuli. Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslhatan Umat dalaam Rambu-rambu 
Syariah. (Jakaarta: Prenada Media Grup, 2003) h. 47 
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Agama tidak akan tegak tanpa adanya umat manusia yang memeluknya. 
Tidak tegaknya umat manusia kecuali dengan adanya seorang pemimpin. 
Membahas tentang masalah pemimpin, menurut al-Mawardi, seorang 
pemimpin merupakan cerminan dan kunci kesejahteraan bagi masyarakat. 
Pemimpin yang disebut juga dengan Imamah atau khilafah direfleksikan 
dalam sebuah lembaga untuk menggantikan kenabian yang bertujuan 
melindungi agama serta mengatur kehidupan dunia. Berdasarkan ijma` 
ulama adanya pelembagaan imamah atau khilafah adalah fardu kifayah.
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Adapun status wajibnya mengangkat seorang pemimpin adalah 
fardu kifayah seperti wajibnya berjihad dan mencari ilmu. Artinya, jika 
seseorang yang cakap telah diangkat sebagai imam (khalifah), maka 
gugurlah kewajiban mengangkat imam bagi yang lain sebab status 
wajibnya adalah fardu kifayah. Namun jika tidak ada satu orang pun yang  
di angkat sebagai imam, hal itu  mengharuskan dibentuk dua kelompok 
yakni kelompok pertama adalah kelompok pemilih yang bertugas memilih 
imam untuk umat, dan kelompok kedua adalah kelompok imamah yang  
bertugas  mengangkat  salah  seorang  dari mereka sebagai imam.
141
 
Berdasarkan uraian diatas bahwa menegakkan imamah merupakan 
salah satu kewajiban dalam agama. Karena, dengan adanya seorang 
pemimpin maka akan terbentuk persatuan satu sama lain. Selain itu adanya 
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Fardlu Kifayah adalah  
141
 Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyyah (sistem Pemerintahan Khilafah Islam) terjemahan 
Khalifurrahman dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisti Pers, 2015) h 10 
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pemimpin dapat mewujudkan kemaslahatan umat dan dapat mencegah 
dari adanya kerusakan. 
Pemilihan pemimpin di negara Indonesia dilakukan melalui proses 
pemilihan umum atau yang sering disebut dengan Pemilu. Pemilu 
diperbolehkan dalam Islam, sebab kekuasaan berada ditangan umat atau 
rakyat. Hal ini merupakan salah satu prinsip dalam sistem pemerintahan 
Islam. Pemilu sama halnya dengan proses musyawarah dalam memilih 
pemimpin. Setelah terpilih seorang pemimpin maka pemimpin tersebut 
dibaiat untuk menjadi khalifah. 
Jika dilihat dari keikutsertaan Santri Roudlotussholihin dalam 
menyalurkan hak sebagai warga negara dengan cara memberikan suara pada 
pemilu 2019 merupakan suatu kegiatan politik atau merupakan pemberian 
amanat kepada calon pemimpin, tercantum pada firman Allah swt surat an-
Nisa ayat 58:  
ٰۤٰۤٰۤ   ٰۤٰۤ ٰۤ   ٰۤٰۤ ٰۤ ٰۤ ٰۤ ٰۤ ٰۤ




Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 





Selain mengetahui hukum dalam memilih pemimpin atau 
pengangkatan pemimpin, yakni bersifat wajib. Allah memerintahkan untuk 
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dari ayat diatas, 
dapat diketahui bahwa partisipasi politik dalam konsep Islami adalah 
merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang 
sesuai dengan nilai-nilai Islami. Jadi apabila seseorang tidak ikut beperan 
dalam hal ikut memilih pemimpin berarti ia tidak memberikan 
kepercayaan kepada pemimpin selanjutnya dan tidak menjalankan apa 
yang telah di perintahkan oleh syariat Islam, sebagaimana status 
hukumnya yakni wajib.  
Subjek pada skripsi ini adalah Santri pemilih pemula di Pondok 
Pesantren Roudlotussholihin. Pada sub bab sebelumnya terdapat beberapa 
faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik Santri pemilih pemula 
pada pemilu 2019, sebagai berikut: 
1. Adanya tingkat pemahaman yang dimiliki Santri pemilih pemula 
Pesantren Roudlotussholihin berasal dari pengetahuan yang dimiliki 
masing-masing individu Santri, sehingga terlihat pula perbedaan 
karakteristik individu Santri pemilih pemula. Selain menjadi seorang 
Santri, sebagai pelajar di sekolah adalah kewajiban seseorang Santri 
pemilih pemula. Artinya, Sebagai seseorang yang beridentitas sebagai 
penimba ilmu di suatu yayasan atau instansi tertentu mempunyai tugas 
dan tanggung jawab menerapkan ilmu yang didapat kedalam 
kehidupan sehari-hari. Bagi Santri sekaligus pelajar sudah seharusnya 
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tidak ada alasan malas untuk mempelajari dan memahami apa yang 
telah diajarkan di sekolah. Termasuk mempelajari pendidikan politik 
untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
Sehingga sikap malas tersebut membuat kurangnya pemahaman 
dan menjadi sikap tidak peduli bahkan sikap tidak ingin mencari tau 
mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai sifat orang yang malas dan tidak mau belajar. 
Firman Allah pada Surat al-Alaq ayat 1-5 yang artinya : “Bacalah 
dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah dan Tuhanmulah 
yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara 
kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya”. Ayat ini berisi perintah untuk membaca, menulis, dan 
juga belajar. Allah telah memberikan manusia sifat fitrah dalam 
dirinya untuk bisa belajar dan menggapai bermacam ilmu 
pengetahuan dan keterampilan hingga dapat menambah 
kemampuannya untuk mengemban kehidupan.  
Kaitannya dengan partisipasi politik yaitu, agar para Santri 
pemilih pemula rajin mempelajari dan memahami ilmu-ilmu lain yang 
berkaitan dengan bernegara, sosial dan masyarakat untuk bertujuan 
membentuk sikap kesadaran dalam berpartisipasi pada pemilu dan 
membentuk sikap peduli terhadap kehidupan sosial dan bermasyarakat. 
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2. Adanya perangsang berupa pesan-pesan Kyai yang mendukung Santri 
pemilih pemula untuk berpartisipasi pada pemilu.  
Dalam konsep Islam, hal diatas disebut musyawarah yang 
berasal dari kata syawara artinya berunding, saling bertukar pendapat. 
Musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling 
meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. Jika 
musyawarah maksudnya adalah prinsip partisipasi politik dalam 
pemikiran politik barat, maka prinsip amar ma’ruf nahi mungkar
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yang merupakan tujuan dari semua kewenangan dalam Islam, 
sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah “semua kewenangan 
dalam Islam tujuannya hanyalah amar ma’ruf nahi mungkar, pada 
hakikatnya tersimbol dalam tugas pengawasan atas orang-orang yang 
memiliki kekuasaan, berarti mewujudkan partisipasi politik rakyat 
dalam segala perkara-perkara umum dan juga dalam hukum, berawal 
dari kewajiban memberi nasehat yang mana itu telah diperintahkan 
oleh Rasulullah SAW. 
Berbicara tentang guru, dalam hal ini yaitu seorang Kyai, tentu 
tidak bisa dilepaskan dari sosok seorang yang berilmu, berjasa 
mengantarkan orang lain kepada kebaikan dan mencegahnya dari 
keburukan. Sebab hanya orang-orang yang berilmu dan menginginkan 
orang lain menjadi baik, yang mampu menjalankan tugas tersebut. 
Sebagai agama yang mulia, Islam mendorong sekali umatnya menjadi 
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 Amar ma’ruf nahi mungkar adalah sebuah frasa dalam bahasa Arab yang berisi perintah 
menegakkan  yang benar dan melarang yang salah. 
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seorang pendidik yang berilmu, menyuruh kepada baikan dan 
mencegah dari keburukan. Bahkan mereka digolongkan sebagai orang-
orang beruntung di dunia maupun di akhirat. Tercermin dalam Q.S al-
Imran ayat 104 yang artinya “ Dan hendaklah ada diantara kamu 
segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada 
yang ma`ruf dan mencegah kepada yang munkar, merekalah orang-
orang yang beruntung”. 
Kaitannya dengan partisipasi politk Santri pemilih pemula yaitu 
penting sekali peran Kyai, dan guru-guru di sekolah formalnya dalam 
menyikapi pola pikir dan kesadaran politik Santri pemilih pemula yang 
masih dalam bimbingan, disebabkan masih ada sebagian Santri pemilih 
pemula yang tidak berpartisipasi pada pemilu dan dengan adanya relasi 
antara Kyai dengan Santri di Pondok Pesantren Roudlotusssholihin 
dapat dikatakan  membawa dampak positif bagi para Santri yaitu para 
Santri akan mengikuti petuah-petuah dari Kyai untuk mencintai tanah 
air dengan berpartisipasi pada pelaksanaan pemilu. 
3. Adanya lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan 
senang hati berpartisipasi dalam pemilu sehingga terbentuk sikap rasa 
ingin mencoba, rasa ingin tahu dan rasa penasaran yang membuat 
Santri pemilih pemula menjadi antusias mengikuti pemilu. Pemilu 
2019 menjadi pengalamaan pertama bagi Santri Pesantren 
Roudlotussholihin yang berstatus sebagai pemilih pemula, sehingga 
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para Santri yang memiliki rasa ingin tahu, selalu bertanya-tanya 
kepada pemilih senior bagaimana tata cara mencoblos pada pemilu. 
Lingkungan Pondok Pesantren Roudlotussholihin yang kondusif 
membuat kemudahan para Santri untuk mendiskusikan sesuatu yang 
belum diketahui kepada para Seniornya. Allah SWT. berfirman dalam 
Q.S al-Imran ayat 159 yang artinya “Maka disebabkan rahmat dari 
Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya 
kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan 
diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 
ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam 
urusan itu.
143
 Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang bertawakkal kepada-Nya.”  
Ayat diatas menerangkan secara jelas perintah untuk 
bermusyawarah. Kaitannya dengan partisipasi politik Santri pemilih 
pemula yaitu sikap ingin tahu Santri pemilih pemula dengan bertanya 
kepada seniornya membuat rasa antusias dan mendorong rasa 
partisipasi politik pada pemilu. 
4. Adanya faktor internal lainnya yang terdapat pada diri Santri, Seperti  
tidak adanya biaya untuk pulang ke domisili asal dan rasa malas untuk 
berpartisipasi pada pemilu. Rasa malas yang dimaksud yaitu sikap 
menarik diri dari partisipasi politik. 
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 Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, 
ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. 
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Golput merupakan hak setiap warga negara, namun sebagai 
warga negara yang baik Santri pemilih pemula harus mempunyai 
kesadaran untuk menjalankan hak sebagai warga negara dengan ikut 
berpartisipasi dalam proses pemilu agar terciptanya kemaslahatan 
umat.  
Berdasarkan konsep Islam, adanya pemerintahan sangat 
bermanfaat bagi kehidupan dan keberlangsungan suatu  negara. 
Karena hal tersebut sangat berkaitan dengan terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat. Selain itu seorang calon pemimpin  harus  
berusaha  berpikir  jernih  dalam  dunia  politiknya  menjadikan lahan 
dakwah, tempat untuk menyampaikan amr ma’ruf nahi munkar. 
Kesadaran politik Santri pemilih pemula sangat diperlukan, karena 
masih ada sebagian Santri yang tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam 
memberikan suaranya. Semakin tinggi kesadaran Santri pemilih pemula 
tentang pentingnya ikut serta dalam proses politik  yang  bertujuan  
untuk  membangun  negara,  maka  akan  semakin tinggi partisipasi 








Berdasarkan dari bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan, 
sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik Santri pemilih 
pemula Pondok Pesantren Roudlotussholihin Purwosari Kecamatan 
Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah pada pemilihan Presiden dan 
Wakil Presiden 2019, yaitu: Adanya rangsangan politik, yaitu adanya 
relasi antara Kyai dan Santri, Adanya faktor pendidikan, kesadaran politik 
dan sikap ingin tahu, domisili yang jauh untuk untuk dijangkau, sehingga 
membutuhkan waktu luang dan biaya yang banyak dan faktor lainnya 
yang terdapat pada diri Santri, seperti sifat malas untuk berpartisipasi 
dalam kehidupan politik dan bernegara. 
2. Di dalam fikih siyasah, partisipasi politik termasuk taat kepada 
pemimpin, karena merupakan perintah dari pemimpin untuk menyalurkan 
hak suara guna memilih pemimpin ataupun perwakilannya. Firman Allah 
SWT. dalam Q.S An-Nisa ayat 59 menjelaskan setiap orang wajib 
mengikuti perintah Allah SWT dan Rasul-Nya dan pemimpin diantara 
mereka. Maka dari itu kesadaran politik Santri pemilih pemula sangat 
diperlukan, Semakin tinggi kesadaran Santri pemilih pemula tentang 
pentingnya ikut serta dalam proses politik  yang  bertujuan  untuk  
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membangun  negara,  maka  akan  semakin tinggi partisipasi masyarakat 
untuk melibatkan diri dalam kegitan-kegiatan kenegaraan. 
B. Rekomendasi 
Dari kesimpulan diatas, maka peulis menyebutkan beberapa rekomendasi 
sebagai berikut: 
1. Kepada pemilih pemula pada umumnya, dan khususnya para Santriwan-
santriwati diharapkan mampu meningkatkan kesadaran politiknya 
kembali, dengan membaca literatur atau buku-buku di perpustakaan 
ataupun meminta bimbingan kepada bapak/ibu guru di sekolah mampu 
mendorong sikap ingin tahu dan rasa partisipasi yang tinggi, sehingga 
tidak ada lagi alasan untuk tidak berpartisipasi, karena dengan 
berpartisipasi, artinya menggunakan hak sebagai warga negara dengan 
sebaik mungkin. 
2. Kepada Santri Pondok Pesantren Roudlotussholihin, apabila hendak 
berpartisipasi politik pada pemilihan umum harus objektif, pilihlah calon 
pemimpin yang amanah menuju kesejahteraan rakyat dan tetap mengikuti 
ajaran Islam. 
3. Kepada Pondok Pesantren Roudlotusshoilihin diharapkan untuk 
memberikan kebijakan yang lebih mengenai perizinan untuk para Santri 
yang berdomisili jauh sehingga dukungan Pesantren terhadap partisipasi 




Lampiran 1. Wawancara dengan Santri 
INSTRUMEN WAWANCARA 
1. Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Menurut Pandangan Santri 
Pemilih Pemula 
a. Sebagai pemilih pemula, apa yang kamu ketahui tentang sistem 
pemilihan secara langsung? 
b. Bagaimana penerapan pemilu yang berkualitas dengan baik ? 
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Menurut Pandangan 
Santri Pemilih Pemula 
a. Apa yang kalian persiapkan ketika akan diselenggarakannya pemilu 
presiden dan wakil presiden? 
b. Apakah kamu mengetahui profil kandidat calon presiden dan wakil 
presiden pada pemilu dan bagaimana tipe pemimpin yang  kamu 
harapkan? 
3. Partisipasi Politik Menurut Pandangan Santri Sebagai Pemilih Pemula 
a. Apakah kamu hadir pada pemilu? 
b. Bagaimana pengaruh jika tidak berpartisipasi pada pemilu? 
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri Pemilih 
Pemula 
a. Apa yang mendorong mu untuk berpartisipasi pada pemilu? 
b. Apa yang menghambat kamu atau temaan-teman kamu tidak 
berpartispasi pada pemilu? 
5. Pendapat Santri Pemilih Pemula Mengenai Keikutsertaan dalam Pemilu 
di Komplek Pesantren 




Lampiran 2. Wawancara dengan informan 
(Pengurus Santri putra dan Putri) 
 
INSTRUMEN WAWANCARA 
a. Bagaimana dukungan Pesantren terhadap partisipasi para Santri? 
b. Apakah para Santri menggunakan keinginannya sendiri atau adanya 
ransangan politik dari Kyai nya agar para Santri mau berpartisipasi pada 
pemilu? 
c. Apakah ada sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak penyelnggara 
pemilu? 
d. Bagaimana dengan Santri yang berdomisili jauh, misalnya dengan jarak 
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